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PENAWARAN UMUM
1.	 KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI 
Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi Berkelanjutan I Bank KB 
Bukopin Tahap I Tahun 2021”.

JENIS OBLIGASI 
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan 
atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan 
atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan 
Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan 
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang 
diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN
100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI 
Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan 
tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi 
adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh 
(bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada 
saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2024.

Seri B	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) 
dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu 
Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok 
Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan 
jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 
360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah 
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan 
memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum 
dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke- Seri A Seri B
1 9 Desember 2021 9 Desember 2021
2 9 Maret 2022 9 Maret 2022
3 9 Juni 2022 9 Juni 2022
4 9 September  2022 9 September  2022
5 9 Desember 2022 9 Desember 2022
6 9 Maret 2023 9 Maret 2023
7 9 Juni 2023 9 Juni 2023
8 9 September  2023 9 September  2023
9 9 Desember 2023 9 Desember 2023

10 9 Maret 2024 9 Maret 2024
11 9 Juni 2024 9 Juni 2024
12 9 September  2024 9 September  2024
13 9 Desember 2024
14 9 Maret 2025
15 9 Juni 2025
16 9 September  2025
17 9 Desember 2025
18 9 Maret 2026
19 9 Juni 2026
20 9 September  2026

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI 
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI 
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan 
nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan 
perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN 
Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten, baik 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian 
hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI 
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan pembiayaan Perseroan 
yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta memperkuat struktur pendanaan dana jangka panjang Perseroan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI 
Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan 
telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Fitch 
Rating Indonesia (“Fitch”), berdasarkan Surat Fitch No.091/DIR/RATLTR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 
dengan hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I KB Bukopin adalah:

AAA(idn)
(Triple A)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik 
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Rating Rationale
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peringkat:
•	 Obligasi senior tanpa jaminan memiliki peringkat yang sama dengan peringkat nasional jangka 

panjang KB Bukopin berdasarkan kriteria Fitch, karena obligasi ini merupakan kewajiban langsung 
dan senior tanpa jaminan dan peringkatnya sama dengan semua kewajiban senior tanpa jaminan 
lainnya. Indonesia tidak memiliki kerangka penyelesaian utang yang memuaskan, dan kami percaya 
bahwa obligasi tersebut memiliki prospek pemulihan yang rata-rata;

•	 Peringkat nasional jangka panjang KB Bukopin didasarkan pada dukungan dan merefleksikan 
ekspektasi Fitch akan kemampuan dan kecenderungan induk usahanya yang lebih kuat untuk 
meyediakan dukungan luar biasa kepada anak usahanya di Indonesia, apabila diperlukan.

Sensitivitas Peringkat:
•	 Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi 

pemeringkatan positif/kenaikan peringkat
	 Penurunan peringkat nasional jangka panjang KB Bukopin akan berakibat pada penurunan peringkat 

surat utang yang dikeluarkan.
•	 Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi 

pemeringkatan negative/penurunan peringkat
	 Tindakan pemeringkatan positif untuk obligasi senior tidak dimungkinkan karena peringkat tersebut 

sudah berada pada titik tertinggi pada skala peringkat nasional.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan 
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana 
emisi.

WALI AMANAT
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali 
Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan 
tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal 
Pemerintah, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di 
waliamanatkan sesuai dengan POJK No.19/2020.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri, Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

www.bankmandiri.co.id
Telepon: (021) 5268216, 5245161

Faksimili: (021) 5268201
U.p Vice President Capital Market Services Department

KELALAIAN PERSEROAN
1.	 Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai, apabila terjadi salah satu atau 

lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini: 
a.	 Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal 

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau

b.	 Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih 
dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah 
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau 
seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau

c.	 Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah 
satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang 
maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan 
berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur 
yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran 
kembali); atau

d.	 Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih 
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Dokumen Emisi lainnya 
yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Dokumen Emisi 
(selain Pasal 9.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi); atau

e.	 Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang 
dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin 
atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material 
berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material 
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau

f.	 Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status 
korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak 
sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan 
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau

g.	 Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan 
mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

2.	 Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu :
	 Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

a.	 Pada Poin 1 huruf a, b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 
selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b.	 Pada Poin 1 huruf d, e, f, dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus 
menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran 
yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling 
lama 60 (enam puluh) Hari  Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada 
Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang 
ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan 
sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan 
alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas 
langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka 
Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang 
ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3.	 Apabila:
a.	 Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun 

termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah 
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh 
usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Dokumen Emisi; 
atau

b.	 Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
c.	 Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
d.	 adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh 

Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang 
telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga 
yang berwenang yang memutuskan bahwa Obligasi menjadi jatuh tempo seketika.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang 
Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan 
untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari 
setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal demikian Obligasi menjadi jatuh tempo dengan 
sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) 
Obligasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) sampai dengan jatuh tempo 
Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku 
ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek: 
1.	 RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

a.	 Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi 
mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan 
tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20;

b.	 Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan 
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau suatu 
kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk 

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUAN-
GAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK 
INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT 
DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP 
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN 
SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI 
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BANK KB BUKOPIN TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU 
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT BANK KB BUKOPIN TBK
Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Gedung Bank KB Bukopin

Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837
Faksimili: 021-798 0625, 021-798 0238

www.bukopin.co.id

Kantor Jaringan
Per 30 Juni 2021, dengan 1 Kantor Pusat, 42 Kantor Cabang,  

172 Kantor Cabang Pembantu, 9 Kantor Fungsional, 158 Kantor Kas, 25 Payment 
Point dan 846 Jaringan ATM yang aktif beroperasional

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) 

(“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang 
Obligasi, dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut : 

Seri A	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) 
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 
9 September 2024.

Seri B	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) 
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 
9 September 2026

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama 
akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

DAN

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) 

(“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan 
Pemegang Obligasi Subordinasi dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut : 

Seri A	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu 
Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Seri B	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu 
Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok 
Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2028.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran 
Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi 
Subordinasi.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK, 
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN APAPUN BAIK JAMINAN UMUM MAUPUN JAMINAN KHUSUS ATAS KEBENDAAN MILIK PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK.
OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN 
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan 
dari PT Fitch Ratings Indonesia  (“Fitch”), yaitu AAA(idn)

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil 
pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia  (“Fitch”),  yaitu AA(idn)

Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

PT KOREA INVESTMENT & SEKURITAS INDONESIA PT MANDIRI SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS
PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (Persero) TBK.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA 
PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN 
DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN 
PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO YANG MUNGKIN 
DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA 
PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/
POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 
19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No.34/ POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
NO.20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN 
OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2021

mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
c.	 Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan 

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
d.	 Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk 

dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam 
Peraturan OJK Nomor 20; dan

e.	 Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

2.	 RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: 
a.	 Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit 

lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk 
Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut 
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan 
tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli 
KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan 
sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang 
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah 
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut 
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

b.	 Perseroan;
c.	 Wali Amanat; atau
d.	 OJK. 

3.	 Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 10.2. butir a, b dan d, wajib disampaikan secara 
tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal 
diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4.	 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk 
mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan 
tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari 
Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5.	 Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO : 
a.	 Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 

yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender 
sebelum pemanggilan; 

b.	 Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, 
melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional;

c.	 Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender 
sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya 
telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;

d.	 Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara 
lain: 
i.	 tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
ii.	 agenda RUPO;
iii.	 pihak yang mengajukan usulan RUPO;
iv.	 Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
v.	 kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. 

e.	 RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan 
paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung dari RUPO sebelumnya. 

6.	 Tata cara RUPO: 
a.	 Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri 

RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
b.	 Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang 

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum 
tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI 
sesuai dengan ketentuanKSEI yang berlaku;

c.	 Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali 
Amanat;

d.	 Seluruh Obligasi yang disimpan diKSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat 
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO 
sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan 
dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi 
yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 
(satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;

e.	 Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam 
RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk 
mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;

f.	 Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, 
kecuali Wali Amanat memutuskan lain;

g.	 Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak 
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

h.	 Sebelum pelaksanaan RUPO :
•	 Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya 

kepada Wali Amanat;
•	 Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah 

Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut 
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

•	 Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO 
berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah 
Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i.	 RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara 
Perseroan dan Wali Amanat;

j.	 RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
k.	 Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris 

untuk membuat berita acara RUPO;
l.	 Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi atau 

karena sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8) dan angka 
9), maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta 
diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk 
mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara 
RUPO.

7.	 Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, 
kuorum dan pengambilan keputusan: 
a.	 Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian 

Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 diatur sebagai berikut: 
i.	 Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
1)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

2)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

3)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau 
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO;

4)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO yang ketiga; dan

5)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau 
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih 

belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO. 

ii.	 Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib 
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 

bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

2)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO kedua;

3)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau 
diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO;

4)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

5)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau 
diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO. 

iii.	 Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) 

bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

2)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

3)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau 
diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO;

4)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

5)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau 
diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO. 

b.	 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, 
dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
i.	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian 

dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang 
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah 
Obligasi yang hadir dalam RUPO;

ii.	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka i) tidak tercapai, maka 
wajib diadakan RUPO kedua;

iii.	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi 
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

iv.	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii) tidak tercapai, maka 
wajib diadakan RUPO yang ketiga;

v.	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi 
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara 
terbanyak;

vi.	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir v) tidak tercapai, maka 
dapat diadakan RUPO yang keempat;

vii.	 RUPO yang keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan

viii.	 Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO yang keempat wajib 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir v).

8.	 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali 
Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari 
Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

9.	 Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10.	 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, 

karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan 
yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak 
tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-
perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11.	 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil 
RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12.	 RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan 
nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga 
Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
dalam rangka perubahan tersebut diatas, RUPO hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian 
Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga 
Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan 
nilai Pokok Obligasi, perubahan ringkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga 
Obligasi dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani 
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan 
hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan 
RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu 
untuk penandatangan Perubahan Perjanjian Perwaliamantan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya 
tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada 
Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13.	 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat 
dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan bersama-sama dengan 
Wali Amanat dengan mengindahkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sesuai 
dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14.	 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 
di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang 
berlaku.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN (COVENANTS)
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab 
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:
Pembatasan keuangan dan pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: 

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang, Perseroan 
berjanji dan mengikatkan diri Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan 
hal sebagai berikut:

1.	 Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan secara khusus, baik 
yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
a.	 harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan sebelum penerbitan Obligasi;
b.	 jaminan yang akan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
c.	 harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama 

(refinancing) yang dilakukan sebelum pinjaman lama tersebut jatuh tempo.
2.	 Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan 

dan Perusahaan Anak.
3.	 Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/

atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat 
negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	 merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha  Perseroan, atau 
b.	 akuisisi yang didanai oleh tambahan  setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham 

Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam 
membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

4.	 Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aset tetap Perseroan 
sebanyak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih baik yang telah ada maupun yang 
akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
a.	 Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan aset tetap yang telah usang karena 

pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
b.	 Untuk kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

5.	 Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali berdasarkan keputusan Pemerintah Republik 
Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.

6.	 Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali berdasarkan 
keputusan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.

7.	 Memberi pinjaman dan/atau melakukan investasi kepada pihak lain kecuali dilakukan sehubungan 
dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan, dan/atau pinjaman kepada Afiliasi, 
karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan Perseroan (apabila ada) serta Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan program Pemerintah.

8.	 Menerima pinjaman baru dari pihak lain dengan nilai sama atau lebih besar dari Obligasi ini, kecuali 
pinjaman sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan 
ketentuan sebagai berikut:
1.	 permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; 
2.	 Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen 

pendukung dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan 
dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan 
atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima 
secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap 
telah disetujui oleh Wali  Amanat;

3.	 jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan 
wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen 
pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan

4.	 jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja 
terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya 
waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban 
untuk:

1.	 Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian lain yang 
terkait dengan penerbitan Obligasi dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.

2.	 Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/
atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen 
Pembayaran, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi 
dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam Rekening KSEI yang ada di 
Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran 
dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti 
pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email.

3.	 Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan 
wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib di bayar. Denda yang dibayar oleh Perseroan 
melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Obligasi dan akan dibayarkan secara 
proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian 
Agen Pembayaran.

4.	 Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya, efisien dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik 
yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

5.	 Mempertahankan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin 
tersebut bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.

6.	 Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip 
Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.

7.	 Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a.	 adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia terkait Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 
perubahan susunan pemegang saham Perseroan, dan pembagian dividen kepada pemegang 
saham Perseroan. Pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan 
pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dikecualikan apabila Perseroan telah 
menjadi perseroan terbuka;

b.	 adanya perkara pidana, perdata, tata usaha Negara, arbitrase, penundaan kewajiban 
pembayaran utang dan kepailitan yang dihadapi Perseroan yang secara material apat 
mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

8.	 Membayar semua pajak, retribusi dan kewajiban lainnya dari Perseroan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia.

9.	 Menyerahkan laporan-laporan kepada OJK dan Wali Amanat serta persetujuan-persetujuan atas 
penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan untuk membuat 
dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi 
tidak terbatas penyerahan atas :
a.	 laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di 

OJK dalam waktu bersamaan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan peraturan 
Pasar Modal;

b.	 laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, 
dalam waktu bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan 
peraturan Pasar Modal.

10.	 Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang 
sewaktu-waktu diminta berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aktiva Perseroan.

11.	 Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa 
mengasuransikan harta kekayaan tersebut kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi 
baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada 
bisnis yang sejenis.

12.	 Memberikan izin kepada Wali Amanat atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk 
tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu 
memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau 
informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang-orang tersebut 
dengan itikad baik atas segaka aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan 
Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan Wali 
Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada 
Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh 
Perseroan.

13.	 Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepadaKSEI untuk kepentingan Pemegang 
Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo 
Obligasi tersebut kepada Wali Amanat.

14.	 Segera memberitahukan kepada Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting yang 
dapat dikategorikan sebagai peristiwa/kejadian material terhadap Perseroan yang dapat mempunyai 
pengaruh negatif atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan akan 
mempengaruhi pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
ini serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, dan 
menyampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak 
diminta oleh Wali Amanat.

15.	 Apabila Obligasi telah terjual melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, menyampaikan semua 
informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

16.	 Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang 
tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, 
dan menyampaikan laporan tingkat kesehatan dimaksud kepada Wali Amanat bersamaan dengan 
penyampaian laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik 
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan 
ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

17.	 Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan 
Pemegang Obligasi dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;

18.	 Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49, yang wajib 
dipatuhi oleh Perseroan Sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:

a.	 Pemeringkatan Tahunan
i.	 Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja 
setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah 
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii.	 Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, 
Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web 
Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah 
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
1)	 peringkat tahunan yang diperoleh; dan
2)	 penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b.	 Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
i.	 Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib 

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan 
kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek 
paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda 
dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :
1)	 peringkat baru; dan
2)	 penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii.	 Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan
c.	 Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

i.	 Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan 
sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36 wajib memperoleh peringkat yang 
mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

ii.	 Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran 
Umum Berkelanjutan sepanjang :
1)	 periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
2)	 Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran 

Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36.

d.	 Pemeringkatan Ulang
i.	 Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait 

dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 
r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil 
pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling 
lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii.	 Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir r angka 4) butir 
i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada 
Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling 
lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI 
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen 
Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai 
dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal 
pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa 
berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 
1.	 Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang 

dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi 
dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi 
dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang 
dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2.	 Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal 
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang 
berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi 
tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3.	 Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga 
Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan 
hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi 
tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas 
Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga 
puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, 
oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan 
besarnya Obligasi yang dimilikinya.

2.	 KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI
Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah ”Obligasi Subordinasi 
Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021”.

JENIS OBLIGASI SUBORDINASI
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang 
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang 
Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang 
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan 
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti 
kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang 
diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN
100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

JUMLAH POKOK, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● 
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per 
tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 
100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh 
tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Seri B	 :	 Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● 
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per 
tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 
100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh 
tempo yaitu tanggal 9 September 2028.

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung 
berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) 
tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang 
sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh 
Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan 
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi Subordinasi adalah 
sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

PROSPEKTUS  RINGKAS



Bunga Ke- Seri A Seri B
1 9 Desember 2021 9 Desember 2021
2 9 Maret 2022 9 Maret 2022
3 9 Juni 2022 9 Juni 2022
4 9 September  2022 9 September  2022
5 9 Desember 2022 9 Desember 2022
6 9 Maret 2023 9 Maret 2023
7 9 Juni 2023 9 Juni 2023
8 9 September  2023 9 September  2023
9 9 Desember 2023 9 Desember 2023

10 9 Maret 2024 9 Maret 2024
11 9 Juni 2024 9 Juni 2024
12 9 September  2024 9 September  2024
13 9 Desember 2024 9 Desember 2024
14 9 Maret 2025 9 Maret 2025
15 9 Juni 2025 9 Juni 2025
16 9 September  2025 9 September  2025
17 9 Desember 2025 9 Desember 2025
18 9 Maret 2026 9 Maret 2026
19 9 Juni 2026 9 Juni 2026
20 9 September  2026 9 September  2026
21 9 Desember 2026
22 9 Maret 2027
23 9 Juni 2027
24 9 September  2027
25 9 Desember 2027
26 9 Maret 2028
27 9 Juni 2028
28 9 September  2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI
Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI
Perdagangan Obligasi Subordinasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa 
Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan 
nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh 
Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu 
satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN 
Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun baik jaminan umum maupun jaminan khusus 
atas kebendaan milik Perseroan atau Perusahaan Anak.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI 
SUBORDINASI
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah 
dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan 
pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit 
Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sekaligus berguna sebagai modal 
pelengkap serta memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan sesuai dengan ketentuan 
POJK No.34/2016.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI
Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi 
ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan 
oleh Fitch, berdasarkan Surat Fitch No.091/DIR/RATLTR/VI/2021 tanggal 11 Juni dengan hasil 
pemeringkat atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III KB Bukopin adalah:

AA(idn)
(Double A)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik 
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Rating Rationale
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peringkat:
•	 Obligasi Subordinasi KB Bukopin yang memenuhi persyaratan Basel III diberikan peringkat dua 

notch dibawah peringkat nasional jangka panjang. Kedua notch tersebut adalah untuk tingkat 
kerugian untuk mencerminkan subordinasi dan pandangan kami akan lebih buruknya tingkat 
pengembalian dibandingkan obligasi senior. Instrumen itang tier 2 memiliki fitur penurunan nilai 
permanen(pokok dan/atau bunga terutang, secara penuh atau sebagian) yang dapat terpicu saat 
bank mendekati titik non-viabilitas;

•	 Tidak ada notching tambahan untuk risiko gagal bayar karena kami percaya bahwa gagal bayar 
dinetralkan oleh potensi dukungan institusi dari Kookmin Bank (Kookmin, A/negative/a), bank yang 
berkedudukan di Korea Selatan. Pendekatan ini berbeda dengan bank-bank lokal yang tidak memiliki 
dukungan kuat dari induk usaha atau pemerintah; untuk bank tipikal di Indonesia, standard notching 
Fitch untuk gagal bayar untuk obligasi subordinasi sejenis adalah satu notch untuk memperhitungkan 
risiko kerugian dari kelangsungan usaha dari penundaan pembayaran kupon dan/atau pokok. 
Obligasi Subordinasi ini memiliki fitur yang memperbolehkan pembayaran kupon untuk ditunda dan 
diakumulasikan apabila posisi modal bank turun ke bawah persyaratan minimum.

Sensitivitas Peringkat:
•	 Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi 

pemeringkatan positif/kenaikan peringkat
	 Penurunan peringkat obligasi subordinasi dapat terjadi dari penilaian ulang akan tingkat kerugian dan 

risiko gagal bayar yang berakibat pada pelebaran notching.
•	 Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi 

pemeringkatan negative/penurunan peringkat
	 Kenaikan peringkat obligasi subordinasi dapat terjadi apabila terdapat satu atau beberapa faktor 

yang mendukung notching yang lebih kecil, seperti tertera dalam Bank Rating Criteria Fitch. Namun 
Fitch berpendapat bahwa faktor-faktor ini kecil kemungkinan akan muncul. 

DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan 
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana 
penggunaan dana emisi.

WALI AMANAT
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bertindak 
sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara 
langsung melalui penyertaan modal Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 
angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 
25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No.19/2020.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri, Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

www.bankmandiri.co.id
Telepon: (021) 5268216, 5245161

Faksimili: (021) 5268201
U.p Vice President Capital Market Services Department

KELALAIAN PERSEROAN
1.	 Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai, apabila terjadi salah satu atau 

lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini: 
a.	 Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berupa Pokok Obligasi 

Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi 
Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian  
Perwaliamanatan kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan 
karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi 
oleh Perseroan atas perintah tertulis dari Pengawas OJK dengan memperhatikan Pasal 19 
ayat 1 huruf e Peraturan OJK No.34 dan Surat Edaran OJK No.20; atau

b.	 Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih 
dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah 
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau 
seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; 
atau

c.	 Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah 
satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang 
maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan 
berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur 
yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran 
kembali); atau

d.	 Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau 
lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau Dokumen 
Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk 
memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi 
dan/atau Dokumen Emisi (selain Pasal 9.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi); atau

e.	 Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang 
dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin 
atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material 
berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material 
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; atau

f.	 Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status 
korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak 
sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan 
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi; atau

g.	 Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan 
mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

2.	 Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
a.	 Pasal 9 ayat 2 huruf a, b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 

selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b.	 Pasal 9 ayat 2 huruf d, e, f, dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus 
menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran 
yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling 
lama 60 (enam puluh) Hari  Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, 
tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada 
Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar 
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas 
pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan 
sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan 
alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas 
langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, 
maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat 
dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada 
Perseroan. 

3.	 Apabila:
a.	 Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun 

termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah 
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh 
usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau 
Dokumen Emisi; atau 

b.	 Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau 
c.	 Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
d.	 adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh 

Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang 
telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga 
yang berwenang yang memutuskan bahwa Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo seketika,

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang 
Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang 
Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas 
tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal 
demikian Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) 
Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) sampai dengan jatuh 
tempo Obligasi Subordinasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku 
ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 

1.	 RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
a.	 Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi 

Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi 
Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran 
Bunga Obligasi Subordinasi dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No.20;

b.	 Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan 
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau 
suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta akibat-
akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c.	 Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;

d.	 Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi 
termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan 
dalam Peraturan OJK Nomor 20; dan 

e.	 Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

2.	 RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: 
a.	 Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili 

paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang 
belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau 
Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal 
Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan 
RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara 
yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi 
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis 
kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum 
dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan 

setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
b.	 Perseroan; 
c.	 Wali Amanat; atau 
d.	 OJK.

3.	 Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 2. butir a, b dan d, wajib disampaikan secara tertulis 
kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya 
surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4.	 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk 
mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan 
tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari 
Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5.	 Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO. 
a.	 Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 

yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender 
sebelum pemanggilan;

b.	 Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, 
melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional;

c.	 Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender 
sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya 
telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;

d.	 Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara 
lain: 
i.	 tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
ii.	 agenda RUPO;
iii.	 pihak yang mengajukan usulan RUPO;
iv.	 Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; 

dan 
v.	 kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. 

e.	 RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan 
paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung dari RUPO sebelumnya. 

6.	 Tata cara RUPO:
a.	 Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa 

berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi 
Subordinasi yang dimilikinya;

b.	 Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi 
Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari 
Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan 
lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

c.	 Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR 
kepada Wali Amanat;

d.	 Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi 
tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal 
penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan 
adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali 
Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal 
tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan 
RUPO;

e.	 Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) 
suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO 
mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya;

f.	 Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, 
kecuali Wali Amanat memutuskan lain;

g.	 Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara 
dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi 
karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

h.	 Sebelum pelaksanaan RUPO: 
-	 Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari 

Afiliasinya kepada Wali Amanat;
-	 Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah 

Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan 
Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

-	 Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang 
hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan 
mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki 
hubungan Afiliasi dengan Perseroan. 

i.	 RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara 
Perseroan dan Wali Amanat;

j.	 RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
k.	 Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris 

untuk membuat berita acara RUPO;
l.	 Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi 

Subordinasi atau karena sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 
8) dan angka 9), maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi 
Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut 
diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk 
membuat berita acara RUPO.

7.	 Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi, kuorum dan pengambilan keputusan: 
a.	 Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian 

Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam  Angka 1 diatur sebagai 
berikut: 
i.	 Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan 

ketentuan sebagai berikut:
1)	 Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan 

ketentuan sebagai berikut:
a)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 

(tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum 
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi 
Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

b)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

c)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga 
per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

d)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga; dan 

e)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO. 

2)	 Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat 
maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi 
Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

b)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

c)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

d)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

e)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO. 

3)	 Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 

(satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum 
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi 
Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

b)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

c)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

d)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

e)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO. 

b.	 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
i.	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

ii.	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka i) tidak tercapai, maka 
wajib diadakan RUPO kedua;

iii.	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi 
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi 
Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

iv.	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii) tidak tercapai, maka 
wajib diadakan RUPO yang ketiga;

v.	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi 
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
berdasarkan keputusan suara terbanyak;

vi.	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir v) tidak tercapai, maka 
dapat diadakan RUPO yang keempat;

vii.	 RUPO yang keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan 
yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan 

viii.	 Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO yang keempat wajib 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir v).

8.	 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali 
Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari 
Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

9.	 Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10.	 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali 

Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi 
keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan 
Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan 
Obligasi Subordinasi.

11.	 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil 
RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12.	 RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan 
perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, 
perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi 
Subordinasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dalam rangka 
perubahan tersebut diatas, RUPO hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian Perseroan 
membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi 
dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dengan tetap 
tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Subordinasi. 
Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian 
Perwaliamantan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan 
perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan ringkat Bunga Obligasi Subordinasi, 
perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan perubahan jangka waktu Obligasi 
Subordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam 
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain 
yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan 
Perubahan Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut), 
maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada 
Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13.	 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat 
dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan bersama-sama dengan 
Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14.	 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 
di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang 
berlaku.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN (COVENANTS)
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab 
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri 
bahwa:
Pembatasan keuangan dan pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: 
Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang, 
Perseroan berjanji dan mengikatkan diri Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan 
melakukan hal sebagai berikut:
1.	 Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan secara khusus, baik 

yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
a.	 harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan sebelum penerbitan Obligasi Subordinasi;
b.	 jaminan yang akan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
c.	 harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama 

(refinancing) yang dilakukan sebelum pinjaman lama tersebut jatuh tempo.
2.	 Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan 

dan Perusahaan Anak. 
3.	 Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/

atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat 
negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	 merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan, atau 
b.	 akuisisi yang didanai oleh tambahan  setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham 

Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam 
membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

4.	 Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aset tetap Perseroan 
sebanyak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih baik yang telah ada maupun yang 
akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
a.	 Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan aset tetap yang telah usang karena 

pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
b.	 Untuk kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

5.	 Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali berdasarkan keputusan Pemerintah Republik 
Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.

6.	 Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali berdasarkan 
keputusan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.

7.	 Memberi pinjaman dan/atau melakukan investasi kepada pihak lain kecuali dilakukan sehubungan 

dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan, dan/atau pinjaman kepada Afiliasi, 
karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan Perseroan (apabila ada) serta Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan program Pemerintah.

8.	 Menerima pinjaman baru dari pihak lain dengan nilai dan kedudukan yang sama atau lebih besar dari 
Obligasi ini, kecuali pinjaman sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan surat utang yang 
diterbitkan dalam rangka pelunasan Obligasi ini.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan 
ketentuan sebagai berikut:

1.	 permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
2.	 Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen 

pendukung dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan 
dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan 
atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima 
secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap 
telah disetujui oleh Wali  Amanat;

3.	 jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan 
wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen 
pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan

4.	 jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja 
terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya 
waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

Selama Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi belum dilunasi seluruhnya, 
Perseroan berkewajiban untuk:

1.	 Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan perjanjian 
lain yang terkait dengan penerbitan Obligasi Subordinasi dimana Perseroan merupakan pihak dalam 
perjanjian tersebut. 

2.	 Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi 
dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo ke dalam rekening yang ditunjuk 
oleh Agen Pembayaran, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran 
Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, harus 
telah efektif dalam Rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen 
Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban 
untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama 
melalui email. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi 
Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf 
e POJK No. 34/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi 
ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (cumulative), apabila pembayaran dimaksud 
dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individual atau secara 
konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 
7 POJK No. 34/2016.

3.	 Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan 
wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib di bayar. Denda yang dibayar oleh Perseroan 
melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi dan akan dibayarkan 
secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya sesuai dengan 
ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

4.	 Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya, efisien dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik 
yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

5.	 Mempertahankan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin 
tersebut bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.

6.	 Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip 
Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.

7.	 Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a.	 adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia terkait Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 
perubahan susunan pemegang saham Perseroan, dan pembagian dividen kepada pemegang 
saham Perseroan. Pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan 
pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dikecualikan apabila Perseroan telah 
menjadi perseroan terbuka;

b.	 adanya perkara pidana, perdata, tata usaha Negara, arbitrase, penundaan kewajiban 
pembayaran utang dan kepailitan yang dihadapi Perseroan yang secara material apat 
mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

8.	 Membayar semua pajak, retribusi dan kewajiban lainnya dari Perseroan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia.

9.	 Menyerahkan laporan-laporan kepada OJK dan Wali Amanat serta persetujuan-persetujuan atas 
penerbitan dan penawaran Obligasi Subordinasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan 
untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, 
termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
a.	 laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di 

OJK dalam waktu bersamaan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan peraturan 
Pasar Modal;

b.	 laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, 
dalam waktu bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan 
peraturan Pasar Modal.

Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban 
menyerahkan laporan keuangan triwulanan yang telah disahkan Direksi Perseroan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode berakhir.

10.	 Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang 
sewaktu-waktu diminta berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aktiva Perseroan.

11.	 Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa 
mengasuransikan harta kekayaan tersebut kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi 
baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada 
bisnis yang sejenis.

12.	 Memberikan izin kepada Wali Amanat atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk 
tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu 
memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau 
informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang-orang tersebut 
dengan itikad baik atas segaka aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan 
Obligasi Subordinasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan 
ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya 
tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih 
dahulu oleh Perseroan.

13.	 Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI untuk 
kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan 
menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi tersebut kepada Wali Amanat.

14.	 Segera memberitahukan kepada Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting yang 
dapat dikategorikan sebagai peristiwa/kejadian material terhadap Perseroan yang dapat mempunyai 
pengaruh negatif atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan akan 
mempengaruhi pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 
Subordinasi ini serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan 
Obligasi Subordinasi, dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut, 
baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

15.	 Apabila Obligasi Subordinasi telah terjual melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, menyampaikan 
semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan.

16.	 Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang 
tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 
dan menyampaikan laporan tingkat kesehatan dimaksud kepada Wali Amanat bersamaan dengan 
penyampaian laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik 
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan 
ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

17.	 Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI untuk 
kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi 
Subordinasi yang baru kepada dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;

18.	 Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49, yang 
wajib dipatuhi oleh Perseroan Sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
a.	 Pemeringkatan Tahunan:

i.	 Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Subordinasi 
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja 
setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emi Perseroan ten 
telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang 
diterbitkan.

ii.	 Dalam hal peringkat Obligasi Subordinasi yang diperoleh berbeda dari peringkat 
sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 
situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja 
setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
1)	 peringkat tahunan yang diperoleh; dan
2)	 penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b.	 Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
i.	 Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib 

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan 
kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek 
paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda 
dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
1)	 peringkat baru; dan
2)	 penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii.	 Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
c.	 Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:

i.	 Perseroan yang menerbitkan Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum 
Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36 wajib memperoleh 
peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang 
direncanakan.

ii.	 Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran 
Umum Berkelanjutan sepanjang:
1)	 periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
2)	 Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran 

Obligasi Subordinasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum 
Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36.

d.	 Pemeringkatan Ulang:
i.	 Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait 

dengan peringkat Obligasi Subordinasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud 
dalam butir r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan 
hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat 
paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii.	 Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir r angka 4) butir 
i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada 
Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling 
lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

STATUS OBLIGASI SUBORDINASI
Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap 
Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi 
Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini 
mengakui dan setuju bahwa:

a.	 Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan 
jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak 
dijamin oleh Negara Republik Indonesia, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan pasal jaminan 
pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dan tidak dimasukkan dalam program 
penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan 
yang bersifat subordinasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.34/2016 juncto SEOJK 
No.20/2016. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang 
sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur step up, tidak disertai fitur opsi beli (call option), 
tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi 
Subordinasi, tidak dapat dibeli oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sumber pendanaan tidak 
berasal dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam kondisi tertentu 
apabila dibutuhkan tambahan modal melalui penerbitan instrumen oleh entitas lain yang berada 
diluar cakupan konsolidasi maka dana hasil penerbitan harus diserahkan kepada Perseroan.

b.	 Dalam hal terjadi Likuidasi, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran 
Jumlah Terutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.13 ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya 
seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen dan para pemegang Utang 
Senior. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa 
preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan 
ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang 
berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi 
Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih 
para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur 
(jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat 
menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

c.	 Dalam proses likuidiasi:
a.	 Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah 

Terutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
i.	 Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh 

tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ii.	 Setelah Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka 

para nasabah penyimpan dan kreditur Utang Senior berhak menerima pembayaran 
penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, 
dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.

b.	 Setelah Kreditur Preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur Utang Senior, menerima 
pembayaran penuh seluruh tagihan utang sesuai ketentuan dalam perjanjian utang masing-
masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang obligasi subordinasi atau 
kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi 
Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai 
dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing; 

c.	 Dalam hal Kreditur Preferen, nasabah penyimpan dan kreditur Utang Senior, belum menerima 
pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau 
pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan 
dalam proses Likuidasi, maka:
i.	 Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari 

kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam 
proses Likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah 
menerima:
1)	 penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan 

dalam proses Likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur Preferen, nasabah 
penyimpan dan para kreditur Utang Senior, telah dibayar lunas; atau

2)	 perintah pengadilan yang berwenang dalam jurisdiksi yang bersangkutan 
yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk 
melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua 
Kreditur Preferen, nasabah penyimpan, para kreditur Utang Senior dan telah 
dibayar lunas.

ii.	 Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 5.13 butir a.3.(i).(a) atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 
5.13 butir a.3.(i).(b) dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan 
pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau 
wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk 
pembayaran semua Kreditur Preferen, nasabah penyimpan, dan para kreditur Utang 
Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus 
harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tidak menerima uang yang 
dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank 
terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut 
sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam Pasal 5.13 butir 
a.3.(i).(a) atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.13 butir a.3.(i).
(b) tersebut diatas.

d.	 Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, nasabah penyimpan,dan kreditur Utang Senior 
telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses Likuidasi dan dengan tidak 
mengesampingkan Pasal 5.13 huruf c di bawah ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang 
secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari 
Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau 
efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau 
pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator 
atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk 
pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.13 huruf a dan Pasal 5.13 huruf 
b di atas. 

e.	 Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, nasabah 
penyimpan dan kreditur Utang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar 
berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari 

passu dengan Obligasi Subordinasi, maka Pemegang Obligasi Subordinasi dan pemegang 
hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi 
sebanding dalam setiappembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang 
terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

d.	 Setiap hak perjumpaan utang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang 
dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terutang, dengan ini 
dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan 
dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keraguraguan, tidak ada 
Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan 
hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah 
Terutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
a.	 Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai 

dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya 
perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan 
tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat 
dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;

b.	 Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, 
dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang 
dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan 
dengan penutupan usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan 
tidak dapat ditarik kembali,dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat 
dilaksanakan. Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terutang akibat perjumpaan hutang, 
penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap 
tidak pernah terjadi.

e.	 Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier 
2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.34/2016 juncto SEOJK No.20/2016 dan 
peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan 
tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau 
dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan 
ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu 
Bank Indonesia) (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

 
f.	 Sebagaimana diatur dalam SEOJK No.20/2016, Perseroan telah memilih fitur write down terhadap 

Obligasi Subordinasi sebagai instrumen model pelengkap (Tier 2) sesuai dengan dokumen yang 
disampaikan kepada Pengawas Bank  dengan memperhatikan POJK No.11/POJK.03/2016 
sebagaimana diubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016 jo. SEOJK No.20/SEOJK.03.2016. Write 
Down dilakukan dalam hal:
a.	 rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 

5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko 
(ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau

b.	 terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada 
Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan iii. terdapat perintah dari 
OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau Write Down.

Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat peristiwa terganggu 
kelangsungan usaha dan Perseroan melaksanakan Write Down sesuai ketentuan huruf f diatas, 
maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas 
kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya peristiwa terganggu 
kelangsungan usaha dan pelaksanaan Write Down atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

g.	 Dalam kondisi Perseroan berpotensi mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau 
Point of Non Viability:
a.	 Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No.34/2016 dan dan SEOJK No.20/2016, 

Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa 
Perseroan berada dalam kondisi mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha.

b.	 Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan 
Usaha, maka Perseroan akan melakukan Write Down sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK 
No.34/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa 
memerlukan keputusan RUPO.

c.	 Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu 
Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan 
tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin 
memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari 
OJK tersebut.

d.	 Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok 
Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi 
Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

e.	 Dengan dilakukannya Write Down tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi 
Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau 
jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada 
Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka 
akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban 
(Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum 
dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi 
secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu 
pembayaran akibat dari dilakukannya Write Down tersebut dan Pemegang Obligasi 
Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses 
Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya 
untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan 
jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi 
Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya Write Down 
tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan pasar modal yang berlaku.

f.	 Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down tidak 
secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

g.	 Apabila ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan 
Write Down ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang 
terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.

SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI
-	 Obligasi Subordinasi tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok Obligasi 

Subordinasi.
-	 Tidak terdapat opsi pembelian kembali (Buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.
-	 Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di Write Down apabila OJK 

menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha.

Dalam hal terjadinya kondisi (trigger event) yang menyebabkan Perseroan harus mengkonversi instrumen 
modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (tier 2) menjadi saham biasa atau Write 
Down dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability), yaitu:
1)	 Rasio modal inti Utama (Common Equity Tier 1/CET 1) tidak lebih dari 5,125% dari ATMR baik secara 

individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan/atau.
2)	 Terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal pada Perseroan 

yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
3)	 Terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau Write Down 

mencantumkan fitur yang akan dipilih Perseroan yaitu dilakukan Write Down.

Dalam hal Bank memilih fitur untuk dilakukan Write Down, Bank dapat memberikan kompensasi kepada 
pemegang instrumen modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (tier 2) dalam 
bentuk saham biasa pada saat dilakukan Write Down. Pemberian kompensasi tersebut harus dicantumkan 
dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau 
modal pelengkap (tier 2). Bank harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa konversi menjadi saham 
biasa dan fitur Write Down dapat dilakukan dalam hal terdapat trigger event instrumen modal inti tambahan 
(additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) antara lain:
•	 Meminta opini hukum dari pihak independen pada saat penerbitan yang menyatakan bahwa klausula 

konversi menjadi saham biasa dan fitur write down dapat dilakukan pada saat terjadi kondisi yang 
menyebabkan (trigger event) instrumen modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal 
pelengkap (Tier 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan Write Down.

•	 Memastikan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antara Bank dengan para pihak lainnya 
termasuk pemegang saham yang dapat menghambat dilakukannya konversi menjadi saham biasa 
dan/atau write down pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (trigger event) instrumen modal 
inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) harus dikonversi menjadi saham 
biasa atau dilakukan Write Down.  

Sebelum menerbitkan instrumen modal inti tambahan (Additional Tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 
2), Bank harus menyampaikan usulan fitur yang dipilih disertai dengan analisa dasar pemilihan fitur 
dan dampak terhadap permodalan Bank, termasuk perhitungan kemungkinan terjadi dilusi dan dampak 
terhadap struktur pemegang saham Bank.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 
2021, Perseroan telah memilih fitur Write Down.

ANALISA DASAR PEMILIHAN FITUR OBLIGASI SUBORDINASI
Sesuai dengan SEOJK No.20/2016 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen agar 
dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (additional tier-1) dan modal pelengkap (tier-2) wajib 
memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan Write Down dalam hal bank berpotensi 
terganggu kelangsungan usahanya (point of nonviability).

Fitur konversi saham berarti instrumen Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan 
saham bank penerbit. Adanya jaminan ini menyebabkan instrumen obligasi subordinasi tersebut 
kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur Write Down dengan 
kompensasi saham. Oleh karena itu Perseroan telah memilih fitur write down tanpa kompensasi dalam 
hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pilihan 
tersebut telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI 
SUBORDINASI
Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan 
oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi 
melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang 
telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran 
akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI
1.	 Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi 

dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan 
Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang 
bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah 
Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang 
Obligasi.

2.	 Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi 
Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa 
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi 
Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi 
tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas 
Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

3.	 Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi 
Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga 
Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar 
denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah 
Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu 
persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. 
Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, oleh 
Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional 
berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi 
fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor serta memperkuat struktur pendanaan dana jangka panjang Perseroan. 

Sedangkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi 
ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk 
pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, 
Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sekaligus berguna sebagai 
modal pelengkap serta memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan sesuai dengan 
ketentuan POJK No.34/2016. 

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi 
tertentu dan/atau transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utamanya, Perseroan akan memenuhi 
ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan 
terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum RUPO/RUPOS dan memperoleh persetujuan RUPO/RUPOS sesuai dengan 
POJK No.30/2015. 

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan 
tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai 
dengan POJK No.30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan 
kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang belum 
direalisasikan, penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan 
dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar 
bagi Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan 
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 
2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan 
keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2021 serta untuk 
periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021. Informasi mengenai laporan posisi keuangan 
pada tanggal 30 April 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 
untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021 disajikan dalam rangka memanfaatkan 
perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK 
No.S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan untuk  memenuhi persyaratan POJK NO.7/POJK.04/2021 
Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 April 2021 
serta untuk periode 4(empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021, telah disusun dan disajikan oleh 
manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan 
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik tidak 
melakukan audit atau review atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) berdasarkan standar audit 
yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam 
laporannya tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan 
Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir 
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM Indonesia”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan 
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 
Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi 
Akuntan Publik No.AP.0645).



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 (dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 30 April 2021 31 Desember
2020 2019

ASET
Kas             

820.710 600.087 836.192
Giro pada Bank Indonesia         704.699 1.406.196 4.101.417
Giro pada bank lain          

Pihak berelasi 3.986 3.058 53.534
Pihak ketiga 1.194.663 968.799 814.399

Dikurangi : Cadangan kerugian (370) (1.425) (1.425)
Giro pada bank lain - neto 1.194.293  970.432 866.508
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain   

Pihak ketiga 4.157.422  3.680.004 4.847.957
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai - - -
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -neto 4.157.422 3.680.004 4.847.957
Surat-surat berharga
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi - - 29.801
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif 

lain 855.181 778.866 1.214.348
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi 5.170.273 5.247.149 7.825.244

6.025.453 6.026.015 9.069.393
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (1.412) - -
Surat-surat berharga - neto 6.024.041  6.026.015 9.069.393
Tagihan derivatif             68.590 4.555 -
Kredit yang diberikan  dan pembiayaan/piutang syariah

Pihak berelasi 403.522 427.563 434.971
Pihak ketiga 59.303.029 60.541.011 69.110.574

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (4.270.844) (4.702.358) (1.709.772)
Kredit yang diberikan  dan pembiayaan/piutang syariah - neto 55.174.503  56.266.216 67.835.773
Tagihan akseptasi 49.770 66.182 111.321
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (480) - -
Tagihan akseptasi - neto 49.290 66.182 111.321
Penyertaan Saham 15 15 15
Aset tetap dan asset hak guna 4.656.650  4.606.763 3.877.093
Dikurangi: Akumulasi penyusutan (1.158.574) (1.102.360) (864.878)
Aset tetap dan asset hak guna - neto 3.498.076 3.504.403 3.012.215
Aset pajak atngguhan – neto 1.020.916 987.447 21.717
Aset tidak berwujud 482.938  482.511 510.963
Dikurangi: Akumulasi penyusutan (282.541) (278.800) (263.073)
Aset tidak berwujud - neto 200.398 203.711 247.890
Aset lain-lain – neto 5.989.960 6.223.315 9.313.850
JUMLAH ASET 78.902.914  79.938.578 100.264.248

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas segera              

790.133 1.021.561 488.661
Simpanan dari nasabah

Giro
Pihak berelasi 57.840 57.253 49.489
Pihak ketiga 3.203.372 6.935.171 12.927.165

Tabungan
Pihak berelasi 10.472 8.441 19.768
Pihak ketiga 5.668.277 7.051.506 19.112.683

Deposito berjangka
Pihak berelasi 58.625 49.094 53.434
Pihak ketiga 35.049.025 29.941.373 48.650.951

Simpanan dari bank lain
Pihak berelasi 11.556.000 2.810.000 -
Pihak ketiga 2.625.571 10.388.900 1.154.348

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto 4.427.177 5.742.668 4.275.068
Liabilitas derivative 42.977 112.828 -
Liabilitas akseptasi 49.770 66.182 111.321
Pinjaman yang diterima 3.915.944 3.953.365 1.072.147
Surat berharga yang diterbitkan 1.800.824 1.800.104 1.797.946
Utang pajak 38.076 56.987 89.179
Liabilitas lain-lain 1.292.267 1.476.703 1.556.633
JUMLAH LIABILITAS 70.586.352  71.472.136 91.358.763

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Modal saham biasa

Modal dasar - -
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.478.571 3.478.571 1.376.437

Tambahan modal disetor 4.769.252 4.769.251 2.923.938
Suprlus revaluasi asset 1.510.601 1.510.601 1.368.875
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam 

kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan kompre-
hensif lain – setelah pajak tangguhan 63.643 96.270 12.937

Saldo Laba (1.525.403) (1.408.501) 3.200.834
8.296.664 8.446.192 8.883.021

Kepentingan non-pengendali 19.898 20.250 22.464
JUMLAH EKUITAS 8.316.562 8.466.442 8.905.485
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 78.902.914 79.938.578 100.264.248

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN
Periode yang berakhir pada 

tanggal  30 April 
Tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember
2021 2020 2020 2019

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga dan syariah

Pendapatan bunga 1.387.926 2.486.459 4.948.179 7.289.461
Pendapatan syariah 101.221 156.613 360.187 475.397

Total pendapatan bunga dan syariah 1.489.147 2.643.072 5.308.366 7.764.858
Beban bunga dan syariah

Beban bunga (1.139.745) (1.787.782) (4.498.700) (5.422.479)
Beban syariah (68.686) (109.282) (257.610) (327.840)

Total beban bunga dan syariah – neto (1.208.431) (1.897.064) (4.756.310) (5.750.319)
Pendapatan bunga dan syariah - neto 280.716 746.008  552.056 2.014.539
Pendapatan operasional lainnya

Provisi dan komisi lainnya          165.199           260.519 665.893 538.496
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto 4 28.025 165.191 28.304
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – neto (274.917) (66.396) (6.816) 32.254
Lain-lain 34.715 42.438 206.481 184.826

Total  pendapatan (beban) operasional lainnya (74.998) 264.587 1.030.749 783.880
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan 

- neto 410.001 (41.843) (2.622.451) 102.139
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto 133.886 77.854 (108.266) 2
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih 23.652 - (29.689) -
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto (23.820) (458) (14.722) (3.312)
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan - (306) (226) 226
Beban operasional lainnya

Umum dan administrasi (588.125) (562.152) (1.742.001) (1.766.688)
Gaji dan tunjangan karyawan (291.431) (334.866) (872.063) (885.408)
Premi program penjaminan pemerintah (24.332) (53.901) (144.259) (149.680)

Total beban operasional lainnya (903.888) (950.919) (2.758.323) (2.801.776)
LABA OPERASIONAL BERSIH (154.451) 94.924 (3.950.872) 95.698

PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO (15.572) (26.265) 28.003 38.096

LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN (170.023) 68.659 (3.922.869) 133.794

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini - (14.386) (2.411) (5.447)
Penyesuaian pajak tahun lalu - - - 120.246
Tangguhan 34.693 6.288 667.171 (31.844)

Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto 34.693 (8.097) 664.760 82.955
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (135.330) 60.562 (3.258.109) 216.749
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:

Pengukuran kembali keuntungan  (kerugian) atas program imbalan pasti - (3.136) (33) 52.729
Perubahan surplus revaluasi aset - 134.886 141.726 -
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 18.077 - (8.707) (13.205)

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia 

untuk djual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (13.328) (15.263) 79.370 68.251
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (19.302) (0) 3.963 (13.476)
Penghasilan komprehensif lain - neto (14.553) 116.487 216.319 94.299
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan (149.882) 177.049 (3.041.790) 311.048

Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
Pemilik entitas induk (134.977) 60.465 (3.255.895) 219.321
Kepentingan non-pengendali (353) 96 (2.214) 425

(135.330) 60.562 (3.258.109) 216.749
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat dia-

tribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (149.529) 176.953 (3.039.576) 310.605
Kepentingan non-pengendali (353) 96 (2.214) 443

(149.882) 177.049 (3.041.790) 311.048
 LABA PER SAHAM
Dasar/dilusaian (nilai penuh) (11,58) 5,19 (100) 19

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

KETERANGAN
Periode yang berakhir 

pada tanggal  
30 April 2021

Tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember

2020 2019
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan bunga - bersih (68,78)% (72,60)% (22,31)%
Laba Operasional (338,57)% (4.228,48)% (33,95)%
Laba tahun berjalan (411,15)% (3,032,02)% (38,15)%
Jumlah aset (1,30)% (20,27)% 4,83%
Jumlah liabilitas (1,24)% (21,76)% 4,95%
Jumlah ekuitas (2,13)% (4,93)% 3,62%

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN
Periode yang 
berakhir pada 

tanggal 30 April 
2021

Tahun yang berakhir 
pada tanggal  
31 Desember

2020 2019
Permodalan
Rasio Kecukupan Modal (CAR) 11,89% 12,08% 12,59%

Aset Produktif

Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset 
produktif dan aset non produktif 10,09% 10,36% 7,30%

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 8,11% 8,65% 4,93%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 5,96 6,33% 1,61%
NPL bruto 9,63% 10,16% 5,99%
NPL netto 4,95% 4,95% 4,45%

Profitabilitas
Imbal hasil aset (ROA) (0,66)% (4,61)% 0,13%
Imbal hasil ekuitas (ROE) (7,50)% (48,67)% 3,17%
Marjin bunga bersih (NIM) 1,62% 0,61% 2,08%

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 102,18% 168,52% 98,98%
Interest Coverage Ratio (ICR) (14,86)% (87,26)% 2,18%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (249,25)% (3653,27)% 216,44%

Likuiditas

Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR) 132,74% 135,46% 84,82%

Kepatuhan
GWM Primer Rupiah 3,10% 3,59% 6,01%
GWM Primer Valuta Asing 4,01% 4,00% 8,00%
GWM Sekunder Rupiah 9,09% 6,00% 5,44%
Posisi Devisa Netto 2,60% 2,41% 0,43%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam 
bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian 
yang tercantum dalam Prospektus Awal.

Informasi yang disajikan berikut berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) berdasarkan standar audit yang 
ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya 
tanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan 
Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM Indonesia”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan 
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 
Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi 
Akuntan Publik No.AP.0645).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa 
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan 
dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara 
material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit 
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1.	 ANALISIS KINERJA KEUANGAN
a.	 ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

1)	 Aset
Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 
Desember 2019
Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp79.938.578 juta, 
menurun sebesar Rp20.325.670 juta atau sebesar 20,27% dari sebesar Rp100.264.248 
juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang 
diberikan–bersih sebesar Rp11.569.558 juta atau 17,06%, Surat berhaga-bersih sebesar 
Rp3.043.379 juta atau 33,56% dan Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp2.695.221 juta 
atau 65,71%.

Penurunan aset periode 2020 tidak lepas gangguan aktivitas ekonomi selama masa 
pandemi Covid-19, hal tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja debitur pada 
berbagai sektor. Bank KB Bukopin telah melakukan berbagai upaya penyehatan dan 
penyelamatan kredit namun masih terdapat beberapa debitur yang belum sepenuhnya 
dapat pulih dari kondisi ini, oleh sebab itu Bank KB Bukopin fokus pada penanganan 
kredit bermasalah melalui intensif collection, restrukturisasi kepada debitur yang masih 
memiliki proyek usaha, melakukan penjualan asset/usaha debitur kepada investor baru 
dan Penyelesaian Kredit melalui pola AYDA.

Posisi tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 
2020
Jumlah aset Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp78.902.914 juta, menurun 
sebesar Rp1.035.664 juta atau sebesar 1,30% dari sebesar Rp79.938.578 juta pada 31 
Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang diberikan–bersih 
sebesar Rp1.091.713 juta atau 1,94%, Surat Berharga-bersih sebesar Rp1.974 Juta atau 
0,03% dan Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp701.497 juta atau 49,89%.

2)	 Liabilitas
Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 
Desember 2019
Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.472.136 juta, 
menurun sebesar Rp19.886.626 juta atau sebesar 21,77% dari sebesar Rp91.358.763 
juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Dana Pihak 
Ketiga sebesar Rp36.770.622 juta atau 45,50% dilain itu terdapat kenaikan Simpanan 
bank lain sebesar Rp12.044.552 atau 1.043,41%.

Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank KB Bukopin bulan Desember 2020 sebesar 
Rp44,04 triliun. Dari komposisi pendanaan, sumber dana Bank KB Bukopin masih 
didominasi oleh Deposito yaitu sebesar 68,09%. Sebagai upaya peningkatan likuiditas 
dan pemenuhan rasio likuiditas sesuai ketentuan regulasi, Bank KB Bukopin akan fokus 

pada 4 (empat) strategi likuiditas yaitu Win Back Customer Trust, Money Market Line, 
Fokus Pada Nasabah Utama dan Pengembangan Program Dana Ritel dan Enabler. Bank 
akan memanfaatkan pengaruh dan hubungan baik antara KB dengan Bank Korea dan 
Bank koresponden-nya di Indonesia untuk menjalin kerjasama Money Market Line dan 
Credit Line.

3)	 Ekuitas
Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 
Desember 2019
Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.466.442 
juta, menurun sebesar Rp439.043 juta atau sebesar 4,93% dari sebesar Rp8.905.485 
juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh saldo laba yang belum 
ditentukan penggunaannya turun sebesar Rp4.609.337 atau 144,00%.

b.	 LAPORAN LABA RUGI KOMPEREHENSIF
1)	 Pendapatan Bunga dan Syariah
	 Jumlah pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah 

sebesar Rp5.308.366 juta, menurun sebesar Rp2.456.492 juta atau sebesar 31.64% 
dari sebesar Rp7.764.858 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan 
oleh penurunan kredit yang diberikan Bank KB Bukopin sebesar Rp11.569.558 juta 
atau 17,06% selama tahun 2020 disamping itu perekonomian dunia dan Indonesia telah 
terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja 
debitur.

2)	 Beban Bunga dan Syariah
	 Jumlah beban bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 

Rp4.756.310 juta, menurun sebesar Rp994.009 juta atau sebesar 17,29% dari sebesar 
Rp5.750.319 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan 
Dana Pihak Ketiga sebesar Rp24.726.070 juta atau 30,17% selama tahun 2020.

3)	 Laba (Rugi) Tahun Berjalan
	 Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar minus 

Rp3.258.109 juta, menurun sebesar Rp3.474.858 juta atau sebesar 1.603,17% dari 
sebesar Rp216.749 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan laba ini terutama 
disebabkan oleh Pandemi COVID, yang berdampak pada penurunan pendapatan 
bunga kredit dan peningkatan beban provisi pinjaman akibat peningkatan NPL serta 
keterlambatan pembayaran dari debitur.

2.	 LIKUIDITAS PERSEROAN
Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui 
pengelolaan atas simpanan dan kewajiban lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran 
likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu rasio kredit yang diberikan (termasuk piutang 
pembiayaan konsumen) terhadap jumlah simpanan dari nasabah. LDR Perseroan per 31 Desember 
2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 135,46% dan 84,82%.

Sumber likuiditas internal berupa kas dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta 
surat berharga yang bersifat likuid, sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa dana pihak 
ketiga, fasilitas pinjaman bank, penerbitan obligasi maupun penerbitan saham baru.

3.	 ARUS KAS
Arus Kas dari Kegiatan Operasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai 
Rp13.475.843 juta, naik dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.143.372 juta. Penurunan 
arus kas ini terutama disebabkan oleh menurunnya arus kas masuk dari simpanan nasabah. 
Sementara itu di sisi lain penyaluran kredit yang diberikan dan tagihan perdagangan juga mengalami 
penurunan.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai 
Rp1.308.758 juta, meningkat dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar (Rp442.094) terutama 
berasal dari surat-surat berharga yang jatuh tempo.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai 
Rp8.183.398 juta, naik dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.247.560 juta. Sumber arus 
kas masuk dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari surat-surat berharga 
yang dijual dengan janji dibeli kembali. Sementara arus kas keluar berasal dari pelunasan pinjaman 
yang telah jatuh tempo.

4.	 PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu 
kepada peraturan dan Perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank. 

1.	 Kecukupan Modal
Modal merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha Perseroan dan sangat mempunyai pengaruh 
terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Perseroan harus memenuhi 
ketentuan kecukupan modal minimum sesuai dengan POJK No.34/2016. Perseroan disyaratkan untuk 
memelihara rasio kecukupan modal minimum terhadap aset tertimbang menurut risiko sebesar 10 - <11%.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan rasio kecukupan modal minimum (CAR) Perseroan saja, yang 
dihitung berdasarkan ketentuan BI adalah sebagai berikut:

KETERANGAN 31 Desember
2020 2019

Modal
Modal inti 5.489.891 6.355.978
Modal pelengkap 1.467.745 1.878.170

Jumlah modal 6.957.636 8.234.148

Aset Tertimbang Menurut Risiko (dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional) 12,12% 12,60%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, 

dan pasar) 12,08% 12,59%

Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit 13,43% 14,08%
Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar 12,08% 12,59%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal :
Rasio CET 1 9,53% 9,72%
Rasio Tier 1 9,53% 9,72%
Rasio Tier 2 2,55% 2,87%

Capital Conservation Buffer 0,00% 1,87%
Countercyclical Buffer 0,00% 0,00%
Capital Surcharge untuk D-SIB 0,00% 0,00%
Secara umum permodalan Perseroan masih sesuai ketentuan, namun secara rasio telah mendekati 
ambang batas bawah yang ditetapkan, hal tersebut akan membatasi ruang gerak Perseroan dalam 
hal ekspansi. Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini diharapkan akan 
meningkatkan permodalan dan juga Perseroan berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum 
Terbatas dengan menerbitkan saham guna mendapatkan modal tambahan yang diperlukan.

Kualitas Aset
Kualitas aset Perseroan dinilai berdasarkan rasio sebagai berikut:

KETERANGAN 31 Desember
2020 2019

Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non 
produktif 10,36% 7,30%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 8,65% 4,93%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 6,33% 1,61%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Kotor 10,16% 5,99%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Bersih 4,95% 4,45%

2.	 Rentabilitas Perseroan
Tabel di bawah ini menunjukkan Imbal Hasil Aset (Return on Assets), Imbal Hasil Ekuitas (Return on 
Equity), Marjin Bunga Bersih (NIM) dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO): 

KETERANGAN 31 Desember
2020 2019

Imbal Hasil Aset (ROA) -4,61% 0,13%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) -48,67% 3,17%
Marjin Bunga Bersih (NIM) 0,61% 2,08%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 168,52% 98,98%

3.	 Tingkat Efisiensi
Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi di bank umum adalah rasio Beban 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penurunan Rasio BOPO menunjukkan kinerja 
efisiensi Perseroan yang lebih baik.

4.	 Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar
Dalam rangka upaya meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, Perseroan 
memiliki strategi maupun langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut sehingga tidak berdampak 
negatif terhadap usaha Perseroan. Hal-hal yang dilakukan Perseroan antara lain analisis risiko dan limit 
untuk aktivitas trading, dilakukan proses mark to market untuk posisi trading, monitoring Posisi Devisa 
Neto, pemantauan Value at Risk (VaR), memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Perseroan yang 
sensitif terhadap pergerakan suku bunga, melakukan stress test dengan beberapa skenario diantaranya 
skenario terburuk (worst case scenario), dan lain-lain.

5.	 Giro Wajib Minimum
Pada tanggal 29 Juli 2020, BI mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 22/19/
PADG/2020 yang merupakan perubahan keenam atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 
tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, 
Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Primer Rupiah, 
GWM Valuta Asing, dan GWM Sekunder masing-masing sebesar 3%, 4%, dan 6%. GWM Primer dipenuhi 
secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 3%, GWM Valuta Asing 
dipenuhi secara harian 2% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 2%, sedangkan GWM 
Sekunder dipenuhi sebesar 6%. 

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro 
pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari DPK. GWM Sekunder adalah 
cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk Sertifikat BI, Surat Utang Negara dan/
atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu dari DPK. 

KETERANGAN 31 Desember
2020 2019

Rupiah
Giro Wajib Minimum Primer 5,92% 6,02%
Giro Wajib Minimum Sekunder* 6,00% 5,44%
Valuta Asing
Giro Wajib Minimum Valuta Asing 8,00% 8,00%

* tidak termasuk Excess Reserve

6.	 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Berdasarkan POJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang kemudian disempurnakan 
dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, ketentuan BMPK yang dimaksud adalah:
•	 Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 

10,00% dari modal bank.
•	 Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling 

tinggi 20,00% dari modal bank.
•	 Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait 

ditetapkan paling tinggi 25,00% dari modal bank.

Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pelampauan BMPK sebesar Rp691.512 juta dengan persentase 
12,07% dari total Modal inti.

5.	 TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN
Sesuai POJK No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan 
melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (Transparansi, 
Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, Kewajaran) untuk menghasilkan Peringkat 
Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai POJK No.4/
POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, 
proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola.

Perseroan melaksanakan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola dengan melibatkan Dewan 
Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Perseroan 
untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola 
dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri tersebut juga termasuk penerapan Tata Kelola 
di Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang terkait. Berdasarkan hasil self-assessment, 
Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:
KETERANGAN 2020 2019 2018
Tingkat Kesehatan Perseroan PK-3 PK-2 PK-2

Hasil self assessment yang disampaikan oleh Bank tersebut sejalan dengan dua penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank yang terakhir oleh OJK untuk posisi pelaporan 31 Desember 2020 dan 31 
Desember 2019 yaitu PK-3 dan PK-2.

6.	 BELANJA MODAL
Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan:

KETERANGAN 31 Desember
2020 2019

Tanah 78.248 19.345
Perlengkapan, mesin, perabot kantor dan aset dalam penyelesaian 21.021 15.809
Pengembangan system dan infrastruktur 50.340 61.845
Kendaraan bermotor 5.845 1.359
Aset hak guna sewa 453.827 -
Total 609.280 98.358
Perseroan memiliki rencana investasi barang modal untuk tahun 2021 terkait sistem teknologi 
informasi dan jaringan distribusi namun hal tersebut saat ini belum dilakukan pembasahan secara 
spesifik terkait hal tersebut.

7.	 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA
OJK telah mengeluarkan POJK No.14/2017, dimana Perseroan sebagai Bank Sistemik memiliki 
kewajiban sebagai berikut:
a.	 Menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK;
b.	 Memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal. Dengan ketentuan 

pemenuhan dilakukan paling lambat 31 Desember 2018; 
c.	 Melakukan implementasi, evaluasi dan pengujian (stress testing), serta pengkinian Recovery 

Plan. 

Perseroan juga harus memiliki pedoman atas Recovery Plan.

Perseroan sebagai Bank Sistemik, telah menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK 
dengan surat No.01421/DIR/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk yang pertama kali, dan untuk 
periode berikutnya, mengikuti mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam POJK No.14/2017. 
Untuk pemenuhan POJK No.14/2017 itu juga Perseroan akan menerbitkan Obligasi Subordinasi ini.

Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa 
di Indonesia. Untuk itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimpas 
positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan 
pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti 
tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi 
posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

8.	 RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA 
Risiko tingkat suku bunga terjadi dari bermacam-macam layanan perbankan kepada nasabah 
meliputi penghimpunan dana (antara lain giro, tabungan, dan deposito), penempatan dana (antara 
lain kredit yang diberikan), komitmen dan kontinjensi, serta instrumen lain yang mengandung suku 
bunga. Risiko tingkat bunga dapat pula terjadi dari produk-produk tresuri seperti surat berharga 
dan transaksi-transaksi derivatif yang terdapat pada portofolio trading book. Selain menggunakan 
pendekatan faktor sensitivitas (DV01), pengukuran risiko tingkat suku bunga pada trading book juga 
telah dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran risiko pasar yang lebih risk sensitive yaitu 
VaR (Value at Risk).

Saat ini, Bank memiliki portofolio dalam mata uang asing yang tercatat di neraca. Akan tetapi, secara 
komposisi, total portofolio tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total Aset Bank. Sehingga 

portofolio tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keadaan keuangan emiten pada masa yang 
akan datang. Berikut perhitungan perbandingan portofolio Bank dibandingkan aset bank:

(dalam jutaan Rupiah)

Rupiah Valas Total Aset Portofolio Valas/Total Aset
Dec-20 73.341.447 3.504.374 76.845.821 4,56%
Mar-21 73.841.732 3.959.324 77.801.056 5,09%

RISIKO USAHA
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. 
Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana 
masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. 
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif ataupun negatif 
bagi kelangsungan usaha Perseroan. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan 
aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang 
lebih material.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan 
yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum, yang telah disusun berdasarkan bobot dari 
yang paling signifikan, sebagai berikut:

A.	 RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERDAPAT KELANGSUNGAN 
USAHA PERSEROAN
•	 Risiko Kredit

Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah. Walaupun telah dilakukan 
berbagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, 
namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur 
bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi 
bermasalah.

B.	 RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN
1.	 Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga dan Nilai Tukar;
2.	 Risiko Likuiditas;
3.	 Risiko Operasional;
4.	 Risiko Hukum;
5.	 Risiko Stratejik;
6.	 Risiko Kepatuhan;
7.	 Risiko Reputasi;
8.	 Risiko Pada Perusahaan Anak Yang Dikonsolidasikan;
9.	 Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro.

C.	 RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK SECARA UMUM 
Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung 
pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif

Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa 
finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan (multifinance), perusahaan sekuritas yang 
menawarkan reksadana dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada 
publik melalui penawaran umum.

D.	 RISIKO BAGI INVESTOR 
Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi adalah kemungkinan 
wanprestasi dari Perseroan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik pada saat pembayaran 
kupon atau jatuh tempo pokok. Selain itu, ada risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang 
ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan 
Obligasi Subordinasi oleh investor sebagai investasi jangka panjang.

Khusus untuk Obligasi Subordinasi, terdapat risiko tambahan yang mungkin muncul antara lain adalah:

1.	 Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa 
Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan 
pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan 
SEOJK No.20/2016.

2.	 Dengan adanya pengaturan dalam pasar 19 ayat 1 huruf e POJK No.11/2016 sebagaimana diubah 
dengan POJK No.34/2016 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas 
Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode 
(cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Pemenuhan 
Modal Minimum (”KPMM”) secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal 
minimum sesuai profil risiko.

Penjelasan lebih lanjut dari risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Awal Bab VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Kondisi Ekonomi
Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan 
berlakunya “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona.” Wabah virus corona 
menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain 
ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang 
akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas perbankan, yang merupakan suatu 
tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak 
masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk 
pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan 
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai kewajiban imbalan kerja. 
Akan tetapi, pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan perhitungan kewajiban imbalan 
kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja yaitu UU No.13/2003 dikarenakan dasar 
perhitungan kewajiban imbalan kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 
35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu 
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diundangkan pada tanggal 16 Februari 2021. Sampai 
dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Bank masih mempelajari dampak dari 
penerapan PP tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Bank.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan 
hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Maret 
2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, 
Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan 
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 
Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan 
Publik No.AP.0008).

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 serta untuk 
periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh 
manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam 
mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada 
tanggal 30 April 2021, yang dapat diakses di https://idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-
tahunan. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) tidak melakukan audit 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 
“Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan 
keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 
tersebut, dan oleh karena itu KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”)  
tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim 
Perseroan tanggal 31 Maret 2021, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 30 April 2021 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 30 
April 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 
Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu 
penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1.	 RIWAYAT PERSEROAN
PT Bank KB Bukopin, Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan 
terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan pada awalnya didirikan sebagai bank 
dengan badan hukum koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia 
(disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 21 April 1970, yang telah disahkan sebagai 
badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No.013/DirJen/Kop/70 tanggal 10 
Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970. 
Pada tahun 1993, Perseroan mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk Koperasi menjadi 
Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 126 tanggal 25 Februari 1993, dibuat dihadapan Muhani 
Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kantor 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 1993 dibawah nomor pendaftaran No. 542/A.PT/
HKM/1993/PN.JAK.SEL dan diumumkan dalam BNRI No. 64, tanggal 10 Agustus 1993, TBNRI No. 3633  
(“Akta Pendirian”).

Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian sebagai 
berikut:

KETERANGAN

Nilai Nominal Saham Prioritas Rp1.000 
per saham Nilai Nominal Saham Biasa 

Rp1.000 per saham 
Jumlah 
Saham Nominal (Rp) %

Modal Dasar:
•	 Saham Prioritas 96.000.000 96.000.000.000 20,00
•	 Saham Biasa 384.000.000 384.0000.000.000 80,00
Jumlah Modal Dasar 480.000.000 480.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Saham Prioritas 96.000.000 96.000.000.000
1.	 Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) 1.696.016 1.696.016.000 1,77
2.	 Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) 56.826 56.826.000 0,06
3.	 Induk Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (INKOPPABRI) 152.042 152.042.000 0,16
4.	 Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

(INKOPAD)
488.121 488.121.000 0,51

5.	 Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 
(INKOPAL)

400.705 400.705.000 0,42

6.	 Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 
(INKOPAU) 342.096 342.096.000 0,36

7.	 Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL) 468.389 468.389.000 0,49
8.	 Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR) 747.136 747.136.000 0,78
9.	 Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) 448.023 448.023.000 0,47
10.	 Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) 51.130.499 51.130.499.000 53,26
11.	 Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia (INKOVERI) 461.108 461.108.000 0,48
12.	 Induk Koperasi Wredatama (INKOPTAMA) 101.598 101.598.000 0,11
13.	 Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta (KKBJ) 1.136.807 1.136.807.000 1,18
14.	 Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 3.722.946 3.722.946.000 3,88
15.	 Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPELBULOG) 6.133.531 6.133.531.000 6,39
16.	 Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) 180.969 180.969.000 0,19
17.	 Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA) 103.217 103.217.000 0,11
18.	 Tuan Haji Mohamad Hasan 28.229.971 28.229.971.000 29,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 96.000.000 96.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel: 384.000.000 384.000.000.000 -

Pada tanggal 10 Juli 2006, Perseroan telah mencatatkan sebanyak 5.568.852.493 Saham Kelas B 
pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang 
merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Adapun jumlah saham 
yang ditawarkan pada penawaran umum saham perdana tersebut sebanyak 843.765.500 lembar Saham 
Kelas B baru, dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran sebesar Rp350 setiap Saham Kelas 
B baru. Jumlah penawaran umum saham perdana sebesar Rp295.317.925.000 (“Penawaran Umum 
Perdana”).

Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas Penawaran Umum Perdana yang dilakukan 
Perseroan berdasarkan Surat OJK No. S825/BL/2006, tanggal 3 Juni 2006, dimana aksi korporasi terakhir 
yang dilakukan Perseroan adalah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam 
rangka perbaikan posisi keuangan yang mengakibatkan Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemegang 
saham pengendali tunggal Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) 
dari seluruh saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan (“PMTHMETD Tahun 2020”) yang mana 
pelaksanaan PMTHMETD Tahun 2020 tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Surat 
Penegasan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT 
Bank Bukopin Tbk No. SR-37/D.03/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan persetujuan dari BEI berdasarkan 
Surat Persetujuan Pencatatan Efek No. S-05088/BEI.PP1/09-2020 tanggal 1 September 2020.

Setelah dilakukannya PMTHMETD Tahun 2020, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, 
terakhir berdasarkan :

1.	 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 22 Desember 2020, dibuat di hadapan Dr. 
Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0085571.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 
2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0422961 tanggal 23 Desember 
2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0217052.AH.01.11.Tahun 2020 
tanggal 23 Desember 2020 (“Akta No.12/2020”), dimana berdasarkan akta tersebut para 
pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama PT Bank 
Bukopin, Tbk. menjadi PT Bank KB Bukopin, Tbk., serta mengubah ketentuan Pasal 12 ayat 
(2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a terkait kewajiban publikasi Rapat Umum Pemegang 
Saham, dimana publikasi di surat kabar menjadi opsional, dan mengubah ketentuan Pasal 17 
ayat (1) terkait penambahan jabatan di komposisi Dewan Komisaris, yaitu adanya jabatan Wakil 
Komisaris Utama.

2.	 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 8 Juli 2021, 
dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, 
sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040840.
AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0430610 tanggal 22 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0127158.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 (“Akta No. 28/2021”), dimana berdasarkan 
akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan 
modal disetor, serta mengubah ketentuan :

a.	 Pasal 12 terkait dengan penyesuaian ketentuan tempat, pemanggilan, dan pimpinan 
RUPS dengan ketentuan pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana diatur dalam 
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Peraturan 
OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”);

b.	 Pasal 13 terkait dengan penyesuaian ketentuan kuorum, hak suara, dan keputusan 
RUPS dengna ketentuan pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana diatur dalam 
POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020;

c.	 Pasal 14 ayat 1, ayat (2) huruf b, ayat (6) dan ayat (7) terkait dengan penambahan 
jabatan di komposisi Direksi, yaitu adanya jabatan Wakil Direktur Utama, masa jabatan 
Direksi dan jangka waktu penyelenggaraan RUPS apabila terjadinya lowongan jabatan 
Direksi;

d.	 Pasal 15 ayat (4) terkait dengan perhitungan jumlah suara sah yang hadir dalam RUPS 
dan ayat (5) terkait dengan penyesuaian kewenangan Direksi mewakili Perseroan;

e.	 Pasal 16 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan penyesuaian pihak yang berwenang untuk 
melakukan panggilan Rapat Direksi dan memimpin rapat Direksi;

f.	 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) terkait dengan komposisi dan masa jabatan anggota 
Dewan Komisaris; dan

g.	 Pasal 19 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan penyesuaian pihak yang berwenang untuk 
melakukan panggilan Rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat Dewan Komisaris.

(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya 
selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”).

2.	 STRUKTUR PERMODALAN
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 8 Juli 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040840.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021, dan telah 
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0430610 tanggal 22 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan 
No. AHU-0127158.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 (“Akta No. 28/2021”),  adalah sebagai 
berikut:

KETERANGAN
Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham

Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham 
Jumlah Saham Nominal (Rp) %

Modal Dasar:
•	 Saham Kelas A 21.337.978 213.379.780.000 0,02
•	 Saham Kelas B 127.866.202.200 12.786.620.220.000 99,98
Jumlah Modal Dasar 127.887.540.178 13.000.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Saham Kelas A 21.337.978 213.379.780.000 -
1.	 PT Bosowa Corporindo 6.118.188 61.181.880.000 0,02
2.	 Negara Republik Indonesia 4.736.255 47.362.550.000 0,01
3.	 Masyarakat 10.483.535 104.835.350.000 0,03
Saham Seri B 32.651.913.216 3.265.191.321.600 -
1.	 PT Bosowa Corporindo 3.810.262.393 381.026.239.300 11,66
2.	 Kookmin Bank Co. Ltd. 21.891.179.319 2.189.117.931.900 67,00
3.	 Negara Republik Indonesia 1.034.232.376 103.423.237.600 3,17
4.	 Masyarakat 5.916.239.128 591.623.912.800 18,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 32.673.251.194 3.478.571.101.600 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel: 95.214.288.984 9.521.428.898.400 -

3.	 PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus Ringkas ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting 
antara lain sebagai berikut: 

No. Izin Keterangan
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB No. 1247000220619 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara OSS. NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/
berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. 
NIB berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

2. Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) dan Surat 
Keterangan Terdaftar (SKT)

NPWP No. 01.367.605.1-091.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak KPP  Wajib Pajak Besar Satu, dengan SKT No. S-1KT/WPJ.19/
KP.0103/2021 tanggal  22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KPP Wajib 
Pajak Besar Satu Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar 
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung 
sejak tanggal  1 Januari 2004.

3. Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak 
(SPPKP)

SPPKP No. S-1PKP/WPJ.19/KP.0103/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang 
diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Selatan, Kantor Wilayah 
DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena 
pajak sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan.

4. Izin Bank Umum Devisa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/135/Kep/Dir, tanggal 2 
Desember 1996, tentang Penunjukan Perseroan menjadi Bank Devisa 
dinyatakan bahwa Perseroan ditetapkan sebagai Bank Umum Devisa terhitung 
sejak tanggal 1 Januari 1997 dan dapat melaksanakan kegiatan usaha 
Perbankan dalam valuta asing dan/atau melakukan transaksi perbankan 
dengan pihak-pihak di luar negeri.

5. Perijinan sebagai Wali 
Amanat

Perijinan sebagai Wali Amanat sebagaimana tertera dalam Surat Tanda 
Terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK 
No. 21/PM/SPTD-WA/2005, tanggal 26 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh 
Bapepam-LK. Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkan

6. Persetujuan Bank Umum 
Sebagai Kustodian di Pasar 
Modal

Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP-01/BL/Kstd/2006 tentang Persetujuan 
Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal Kepada PT Bank Bukopin, 
tanggal 3 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.

7. Izin untuk menyelenggarakan 
kegiatan Alat Pembayaran 
dengan Menggunakan Kartu 
(APMK)

Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan 
Kartu (APMK) berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 11/426/DASP perihal 
Penetapan Status dan Pemenuhan Dokumen Persyaratan Penyelenggara 
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik 
(E-Money) tanggal 3 Juli 2009 dan Surat Bank Indonesia No. 11/312/DASP 
perihal Reposisi Status Penyelenggara dalam Kegiatan Alat Pembayaran 
Dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money) tanggal 25 Mei 
2009.

8. Perijinan sebagai Agen 
Penjual Efek Reksa Dana

Perijinan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana berdasarkan Surat Tanda 
Terdaftar No. 30/BL/STTD/APERD/2012 tanggal 5 Oktober 2012, yang 
dikeluarkan oleh Bapepam-LK.

9. Izin Usaha atas nama PT 
Bank KB Bukopin Tbk

Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-11/
PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank 
Bukopin Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 8 
Februari 2021, yang dikeluarkan oleh OJK.

4.	 ASET TETAP
Total nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp.3.504.403 
juta. Informasi lebih lanjut mengenai aset tetap dapat dilihat di Prospektus Awal.

5.	 ASURANSI
Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan jumlah 
pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang 
dipertanggungkan. Informasi lebih lanjut mengenai asuransi dapat dilihat di Prospektus Awal.

6.	 PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 
Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, susunan terkini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 8 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jose 
Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan 
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. 
AHU-AH.01.03-0430740 tanggal 23 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0127378.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 (“Akta No. 29/2021”), adalah sebagai berikut. 

Susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisari
Komisaris Utama Independen	 : Bo Youl Oh 
Wakil Komisaris Utama Independen	 : Sapto Amal Damandari
Komisaris 	 : Nam Hoon Cho**)
Komisaris 	 : Nanang Supriyatno *)
Komisaris 	 : Susiwijono
Komisaris	 : Stephen Liestyo *)
Komisaris Independen	 : Lee Hae Wang **)
Komisaris Independen	 : Tippy Joesoef *)

Direksi
Direktur Utama	 : Chang Su Choi**)
Wakil Direktur Utama	 : Robby Mondong *)
Direktur 	 : Hari Wurianto 
Direktur 	 : Helmi Fakhrudin
Direktur	 : Dodi Widjajanto *)
Direktur 	 : Ji Kyu Jang **)
Direktur 	 : Seng Hyup Shin **)
Direktur	 : Yohanes Suhardi *)
Direktur 	 : Iwan Dharmawan*)

Catatan:
*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan 
Kepatutan (fit and proper) dari OJK.
**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam 
POJK No.27/2016, POJK No.37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mendapatkan persetujuan uji penilaian 
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test/“FPT”) berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, kecuali untuk Direksi dan Komisaris yang telah kami berikan catatan di atas. Berdasarkan 
Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/
PBI/2009 tentang Bank Umum (“PBI Bank Umum”) jo. POJK No.27/2016, dalam hal yang bersangkutan 
belum memperoleh persetujuan FPT dari OJK, maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan, 
tugas dan fungsi pada masing-masing jabatannya tersebut walaupun telah mendapat persetujuan dan 
diangkat oleh RUPS.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 12572/DIR/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Surat Keterangan 
Belum Aktifnya Direksi Terpilih pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020 PT Bank KB 
Bukopin Tbk, Robby Mondong (Wakil Direktur Utama) dan Iwan Dharmawan (Direktur) belum aktif 
di Perseroan karena masih menjabat di perusahaan lain. Namun keduanya telah mengajukan surat 
pengunduran diri pada tanggal 15 Juni 2021 dan saat ini masih dalam notice period selama 3 (tiga) bulan 
di tempat bekerja sebelumnya. Robby Mondong baru akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama 
Perseoan pada tanggal 15 September 2021, sedangkan Iwan Dharmawan baru akan efektif menjabat 
sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 1 September 2021.

Info terkini atas persetujuan Fit and Proper Test (FPT) adalah sebagai berikut.

•	 Robby Mondong (Wakil Direktur Utama) dan Iwan Dharmawan (Direktur) akan diajukan permohonan 
FPT setelah resmi tidak menjabat di tempat kerja sebelumnya dan telah menjabat aktif di Perseroan.

•	 Chang Su Choi (Direktur Utama), Yohanes Suhardi (Direktur), Nam Hoon Cho (Komisaris), Nanang 
Supriyatno (Komisaris), Stephen Liestyo (Komisaris Independen), dan Lee Hae Wang (Komisaris 
Independen): masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepatuhan (compliance 
checklist). 

•	 Ji Kyu Jang (Direktur) dan Seng Hyup Shin (Direktur): telah menyelesaikan tahap klarifikasi dari OJK 
dan sedang menunggu hasil keputusan FPT. 

•	 Tippy Joesoef (Komisaris Independen) dan Dodi Widjajanto (Direktur): Perseroan telah 
menyampaikan persyaratan kelengkapan dokumen kepada OJK dan sedang menunggu tanggapan 
lebih lanjut dari OJK.

Perseroan sedang dalam upaya mengumpulkan kelengkapan dokumen untuk dapat disampaikan ke OJK.

Masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
No. Nama Jabatan Masa Jabatan

1. Chang Su Choi**) Direktur Utama Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
2. Robby Mondong*) Wakil Direktur Utama Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
3. Hari Wurianto Direktur Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2022.
4. Helmi Fakhrudin Direktur Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
5. Dodi Widjajanto*) Direktur Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
6. Ji Kyu Jang**) Direktur Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
7. Seng Hyup Shin**) Direktur Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
8. Yohanes Suhardi*) Direktur Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
9. Iwan Dharmawan*) Direktur Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
10. Bo Youl Oh Komisaris Utama Independen Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
11. Sapto Amal Damandari Wakil Komisaris Utama Independen Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
12. Nam Hoon Cho**) Komisaris Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
13. Nanang Supriyatno*) Komisaris Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
14. Susiwijono Komisaris Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2022.
15. Stephen Liestyo*) Komisaris Independen Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
16. Lee Hae Wang**) Komisaris Independen Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
17. Tippy Joesoef*) Komisaris Independen Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.

7.	 SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
Untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris 
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/
BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/091-DIR/VII/2021 
tanggal 26 Juli 2021, Perseroan telah menunjuk Tias Hardi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate 
Secretary), efektif sejak tanggal 26 Juli 2021. Tias Hardi mulai berkarir di Perseroan sejak 2010. Meraih 
gelar Sarjana Sastra dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung pada tahun 2006. Sebelum menjabat 
posisi Sekretaris Perusahaan, bertugas di Manajer Komunikasi Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) dan 
Manajer Marketing Communication (Divisi Komunikasi Perusahaan).

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan:

Nama	 : Tias Hardi
Nomor Telepon	 : +6221 798 8266
Faksimili	 : +6221 798 0625
Email	 : corsec@kbbukopin.com
Alamat	 : Gedung Bank KB Bukopin, Jl. MT. Haryono kav. 50-51 Jakarta 12770

8.	 STRUKTUR KEPEMILIKAN
Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan Prospektus ini 
diterbitkan:

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Kookmin Bank Co. Ltd., sedangkan pemilik manfaat akhir 
(ultimate beneficial owner) Perseroan adalah KB Financial Group melalui Kookmin Bank Co. Ltd.

KB Financial Group tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat individu sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari 
Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”). Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak 
dapat mengindentifikasi informasi mengenai orang perorangan (individu dalam kapasitas pribadi) yang 
memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan.

Sampai dengan Tanggal Prospektus Ringkas ini, Perseroan belum melaporkan pemilik manfaat akhir 
(ultimate beneficial owner) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018. Sehubungan dengan belum 
dilaporkannya informasi mengenai pemilik manfaat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Perpres 
No. 13/2018, Perseroan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Namun Perseroan sedang dalam pengurusan pelaporan informasi mengenai pemilik manfaat dari 
Perseroan melalui notaris.

9.	 PROSPEK USAHA
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2% atau bahkan -1,1% pada 2020 atau turun drastis 
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,02%. Dengan memperhatikan 
pertumbuhan ekonomi nasional dari Q3 ke Q4 tahun 2020, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 
2021 sebesar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi sebesar 3%. Hasil survey BI pada 2021 kinerja kinerja 
kredit perbankan diperkirakan tumbuh positif sebesar 7,3 secara tahunan (yoy) dan dana pihak ketiga 
(DPK) diperkirakan juga akan mengalami tren peningkatan sebesar 68,9%, tumbuh positif meskipun lebih 
rendah dari 2020.

Ketahanan sistem keuangan tetap kuat meskipun risiko ketidakpastian selesainya COVID-19 masih 
tinggi. Hal ini Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan November 2020 tetap 
tinggi yakni 24,13%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah, yakni 3,18% 
(bruto) dan 0,99% (neto). Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat 
pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian 
perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Desember 2020 2,41% (yoy) 
masih cukup baik dibandingkan pada September 2020 yang sebesar 1,04% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap tinggi sebesar 11,11% (yoy) namun sedikit 
menurun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 12,88% (yoy) didorong ekspansi keuangan 
Pemerintah. Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan 



dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang Kartal 
Yang Diedarkan (UYD) tumbuh meningkat dari 7,20% (yoy) pada September 2020 menjadi 13,25% (yoy) 
pada Desember 2020 dan tercatat Rp898,9 triliun. Transaksi pembayaran menggunakan ATM, Kartu 
Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) menunjukkan perbaikan dengan tumbuh sebesar 1,36% 
(yoy) dan tercatat sebesar Rp695,5 triliun.

Di lain pihak, transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat pesat sejalan dengan penggunaan 
platform dan instrumen digital di masa pandemi, serta semakin kuatnya preferensi dan akseptasi 
masyarakat akan transaksi digital. Pertumbuhan nilai transaksi UE pada Desember 2020 tecatat tumbuh 
30,44% (yoy). Volume transaksi digital banking juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 41,53% (yoy) 
namun lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada Agustus 2020 yang tercata 52,69% (yoy).

Meskipun Covid-19 menyebabkan kontraksi yang cukup dalam pada industri perbankan, namun 
pemrintah melalui regulator dan otoritas telah menyiapkan upaya pemulihan diantaranya melalui kebijakan 
restrukturisasi kedit serta pada Februari 2021 Bank Indonesia (BI) melanjutkan sejumlah stimulus 
kebijakan moneter dengan memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 
sebesar 0.25% menjadi 3.50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2.75%, dan suku bunga Lending 
Facility sebesar 4.25%. Keputusan menurunkan BI7DRR merupakan langkah lanjutan untuk mendorong 
momentum pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan ekonomi 
nasional. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, 
(ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, 
(iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan 
keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Kondisi Perseroan saat ini merefleksikan pentingnya membangun fundamental yang kuat baik internal 
governance maupun arah bisnis Perseroan. Dalam proses transformasi yang dilakukan maka faktor utama 
yaitu perbaikan tata kelola internal dengan fokus pada pengelolaan manajemen risiko dan memperkuat 
integritas karyawan. Sedangkan untuk bisnisnya KB Bukopin akan memperkuat kapabilitas bisnis utama 
dan memperluas pasar. Perseroan telah membentuk tim pemulihan “Bad Bank” untuk optimalisasi posisi 
keuangan, menyusun strategi liability management yang disesuaikan dengan pemanfaatan berbagai 
sumber pendanaan baru, serta akan memperluas segmen utama untuk merebut pangsa pasar lebih besar.

10.	 PERSAINGAN USAHA
Perseroan sebagai bank konvensional, secara umum menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum 
yang ada di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat 
dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah 
kredit yang diberikan oleh Perseroan.

Pangsa Pasar Perseroan di Industri Perbankan
Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, pangsa pasar Perseroan di 2020 hanya mencapai 0,87%. Pangsa 
pasar di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan aset Industri secara YoY sebesar 
8,18% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset Perseroan yang menurun 0,31%. Penurunan aset 
disebabkan oleh mitigasi risiko kredit yang dilakukan Perseroan mengingat menurunnya kinerja debitur 
dampak dari penyebaran Covid-19. Untuk memitigasi risiko kredit tersebut, Perseroan melakukan 
pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang cukup sesuai dengan ketentuan regulator.

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di 2020 
mencapai 0,66%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pertumbuhan dana 
pihak ketiga industri secara yoy sebesar 6,45% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak 
ketiga Perseroan yang terkontraksi sebesar 14,04%. Penurunan tersebut disebabkan Perseroan lebih 
fokus pada rekomposisi dana pihak ketiga untuk peningkatan kualitas antara lain penurunan cost of fund, 
pertumbuhan dana pihak ketiga jangka menengah dan panjang serta fokus pada pertumbuhan dana 
murah (CASA) dibandingkan dana mahal. Sementara itu, pergerakan cash outflow yang cukup besar 
dimana dampak Covid-19 menyebabkan investor lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen 
yang relatif lebih aman.

Berdasarkan kredit yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 mencapai 1,10%, sedikit 
menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 1,22%. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit 
di industri perbankan tahun 2020 mengalami tekanan yang cukup besar. Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia 
dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik. Disisi lain, Perseroan lebih fokus pada 
pertumbuhan kredit yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah serta perbaikan kualitas 
kredit.

Pangsa Pasar Perseroan di BUKU III
Berdasarkan jumlah aset, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 berdasarkan BUKU III mencapai 
2,98%, turun dibandingkan tahun lalu. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan 
pertumbuhan aset BUKU III secara YoY sebesar 2,59% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset 
Perseroan yang menurun 20,27%. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2020 Perseroan lebih 
fokus kepada rekomposisi aset dan dana pihak ketiga untuk peningkatan kualitas di tengah pengetatan 
likuiditas, disisi penyaluran kredit tahun 2020 menerapkan strategi pertumbuhan yang selektif dan fokus 
pada penyelesaian kredit bermasalah dan perbaikan kualitas kredit.

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 
berdasarkan BUKU III mencapai 2,47%, Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan 
pertumbuhan dana pihak ketiga BUKU III secara YoY sebesar 6,63% lebih tinggi dibandingkan 
pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan yang menurun 45,50%. Penurunan tersebut disebabkan 
pergerakan cash outflow yang cukup besar dimana dampak Covid-19 menyebabkan investor lebih memilih 
menempatkan dananya pada instrumen yang relatif lebih aman.

Berdasarkan jumlah kredit yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di 2020 berdasarkan BUKU III 
mencapai 3,85%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kinerja 
penyaluran kredit BUKU III di tahun 2020 dampak menurunnya permintaan domestik akibat ketidakpastian 
ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertumbuhan kredit BUKU III secara YoY menurun 
sebesar 9,91%, sementara pertumbuhan kredit Perseroan menurun sebesar 12,33%. Penurunan tersebut 
juga disebabkan Perseroan lebih fokus untuk memperkuat fundamental Perseroan dengan pertumbuhan 
kredit yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah serta perbaikan kualitas kredit.

Pangsa Pasar Perseroan di Peers Group
Berdasarkan kinerja keuangan yang telah dibukukan oleh peers group Perseroan yakni Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), UOB Indonesia, Mayapada, dan DBS Indonesia, posisi bisnis 
Perseroan berada di peringkat lower peers group. Tahun 2020, Perseroan memulai langkah transformasi 
dengan aspirasi menjadi 10 Bank teratas di Indonesia pada tahun 2025. Langkah transformasi ini dimulai 
melalui membangun fundamental yang kuat melalui perbaikan tata kelola internal, fokus segmen, strategi 
liabilitas, dan Bad Bank. Adanya penurunan kinerja Perseroan disertai dengan persiapan Perseroan untuk 
menghadapi fase selanjutnya yakni rebuild dan sebagai langkah Perseroan untuk mengantisipasi risiko 
yang mungkin selanjutnya akan terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada Desember 2020 penyaluran kredit Perseroan terkontraksi sebesar 12,33%, namun posisi ini masih 
cukup baik dibandingkan dengan peers group Bank dan Perseroan menempati posisi ketiga. Dari sisi aset, 
penghimpunan dana dan laba setelah pajak, Perseroan berada pada peringkat kelima.

Memasuki tahun 2021, Perseroan berupaya untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dengan 
melaksanakan serangkaian program Rebranding. Perseroan optimis dengan menggunakan nama besar 
KB Kookmin Bank sebagai Bank terbesar di Korea Selatan dan fundamental yang kuat, Perseroan akan 
dapat mengembalikan kepercayaan nasabah dan melakukan pemulihan terhadap kinerja Perseroan. 
Perseroan bertekad untuk menangkap peluang pasar dengan meningkatkan kapabilitas dan menciptakan 
value proposition yang berpusat pada pelanggan (customer centric).

11.	 KEUNGGULAN BERSAING 
Perseron memiliki beberapa keunggulan bersaing yaitu sebagai berikut:

Pengalaman dan Kompetensi di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Sejak awal pendiriannya Perseroan berkomitmen sebagai bank yang one-stop service bagi segmen Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal membantu akses permodalan bagi UMKM, Perseroan banyak 
mendukung program-program Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemerintah, antara 
lain dalam hal penyaluran kredit pada Usaha Mikro dan UKM baik dengan sumber dana Perseroan 
maupun dukungan pendanaan dari Pemerintah. Selain sebagai Bank Pelaksana atas program-program 
Pemerintah atau lembaga terkait Pemerintah, Perseroan juga aktif melakukan sinergi antara segmen 
UKM dengan BUMN atau Perusahaan swasta besar dalam pemberian kredit kepada rekanan dari hulu 
ke hilir. Dalam hal produk simpanan, Perseroan juga memiliki produk simpanan yang dapat melayani 
segmen UKM seperti tabungan untuk nasabah badan usaha, tabungan bisnis dan giro untuk kenyamanan 
transaksi usaha. Dalam melayani bisnis mikro, Perseroan telah mengembangkan konsep kerjasama 
kemitraan dengan Koperasi yang disebut Swamitra maupun langsung melayani bisnis mikro dengan direct 
loan. Untuk meningkatkan akselerasi pembiayaan pada bisnis mikro, Perseroan juga melakukan aliansi 
strategis dengan berbagai institusi yang bergerak di bidang pembiayaan mikro dengan penyaluran kredit 
pensiunan. 

Jaringan yang luas
Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan layanan yang luas dan  terus berkembang, hingga akhir 
Juni 2021 Perseroan memiliki 1 kantor pusat bank yang beralamat di Jl. M.T Haryono Kav. 50-51, Jakarta 
12770,  42 Kantor Cabang, 172 Kantor Cabang Pembantu, 158 Kantor Kas, serta di dukung dengan 
layanan ATM sebanyak 846 unit, 31.000 titik pembayaran PPOB yang menerima tagihan dan pembayaran 
jasa layanan publik (listrik, telepon, air) dan perseroan juga melakukan kerjasama pengelolaan jaringan 
micro-banking “Swamitra” yang merupakan program kerjasama kemitraan Perseroan dengan koperasi, 
yang sampai dengan akhir Desember 2017 telah mencapai 659 Swamitra yang tersebar di hampir seluruh 
provinsi. Untuk menjangkau dan melayani para pensiunan PNS, TNI, Polri dan BUMN/BUMD, perseroan 
terus mengembangkan outlet meeting point. Perseroan juga menyediakan layanan melalui electronic 
channel yaitu internet banking, sms banking, dan phone banking. Perseroan berupaya memperkuat fungsi 

dan produktivitas cabang sebagai jaringan layanan nasabah dan jaringan untuk peningkatan sumber dana 
ritel. Di sisi lain, Perseroan terus meningkatkan sinergi bisnis dengan perusahaan anak yaitu Bank Syariah 
Bukopin melalui sinergi point centre layanan Syariah di outlet Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga 
mengembangkan pembiayaan kendaraan melalui sinergi dengan Bukopin Finance.

Dengan jaringan usaha yang luas ini, Perseroan memiliki akses dalam memberikan layanan kepada 
basis nasabah yang beragam secara efisien. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan outlet memberikan 
manfaat dalam bersaing untuk memperoleh nasabah. Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan 
berbagai pihak yang memungkinkan nasabah untuk melakukan akses di lebih dari 30.000 ATM kerjasama 
di seluruh Indonesia.

Aliansi Strategis
Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna 
pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan 
mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, 
antara lain dengan melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau pola Cross Selling atau Value 
Chain di sektorkomoditas pangan maupun segmen bisnis unggulanlainnya mulai dari hulu hingga ke hilir. 
Perseroan juga akan melanjutkan upaya pengembangan bisnis untuk mengantisipasi munculnya nasabah 
generasi milenial melalui pengembangan electronic dan digital banking, serta penjajakan aliansi dengan 
perusahaan financial technology (fintech) maupun start-upbusiness melalui BNVLabs, yaitu sebuah 
program terintegrasi yang mendorong berkembangnya ekosistem fintech di Indonesia, dengan tujuan 
menumbuhkan lebih banyak startupfintech yang mampu menciptakan solusi kolaboratif dengan para 
pelaku industri keuangan dan perbankan. BNVLabs juga menyediakan ruang eksperimen yang menjadi 
katalis bagi para startup founder, kreator, dan kolaborator untuk bekerjasama menciptakan solusi di bidang 
finansial.
	
Bagian Konglomerasi Keuangan KB Kookmin Bank
KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Financial Group. Bank yang berbasis di Korea tersebut 
tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. KB 
Kookmin Bank memiliki jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, 
Jepang, hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, KB Kookmin Bank telah melakukan ekspansi ke Kamboja, 
Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. KB Kookmin Bank telah resmi menjadi pemegang saham 
pengendali baru Bank KB Bukopin. KB Kookmin Bank dikenal sebagai Bank yang memiliki kekuatan bisnis 
pada segmen retail banking dan UKM. Untuk memperkuat bisnis di segmen ritel, perusahaan tersebut 
terus melakukan serangkaian inovasi dan pengembangan produk dan layanan melalui digitalisasi produk 
dan penerapan manajemen risiko dalam bisnis prosesnya. (Sumber data: KBFG Annual Report)

12.	 KEGIATAN USAHA
Kegiatan usaha Perseroan mencakup 3 (tiga) besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan 
yang menghasilkan Fee Based Income (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana 
meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis 
Retail, International Banking, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha 
Perseroan ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan 
visi dan misi Perseroan.

Gambaran atas kegiatan usaha Perseroan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

I.	 Kredit
Kredit Retail
Perseroan mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Perseroan yang terdiri 
dari kredit UMKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai 
upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada kredit 
dengan ATMR/capital charge rendah serta segmen bisnis unggulan yang memiliki kinerja dan prospek 
yang baik, serta memiliki hubungan kerja yang berkesinambungan, dengan penguatan proses bisnis 
internal yaitu melalui pemisahan fungsi sales sebagai first line of defense dan analis kredit sebagai 
fungsi second line guna meningkatkan kualitas penyaluran kredit disamping proses bisnis yang cepat 
dan perangkat kredit yang mumpuni dengan penerapan sentralized credit process sehingga Bank dapat 
memnjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan prudent.

a.	 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna 
pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis 
diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UMKM dengan Perseroan melalui 
perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau 
pola Cross Selling atau Value Chain di sektor komoditas utama pangan maupun segmen bisnis 
unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Perseroan juga ikut 
serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan 
oleh Pemerintah seperti program JARING dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Selain itu kegiatan 
pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan Business to Business (B2B) yang bertujuan 
untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di 
berbagai daerah melalui mitra koperasi atau swamitra. Dalam upaya meningkatkan daya saing 
produk kredit pada Koperasi/Asosiasi/Paguyuban pasar yang diperuntukan kepada anggota yang 
bergerak pada bidang usaha produktif khususnya segmen usaha mikro maka Swamitra Baru 
menjadi poduk unggulan disegment mikro. Swamitra Baru adalah program penyaluran kredit  secara 
langsung kepada Anggota Koperasi/Asosiasi/ Paguyuban pedagang pasar dimana antara Bank 
dan Koperasi /Asosiasi/Paguyuban pedagang pasar melakukan kemitraan atau kerjasama saling 
menguntungkan untuk mendukung pengembangan usaha anggota. Dalam pengembangan produk 
kredit UMKM Bank juga fokus untuk menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar 
diantaranya Pre Bidding Financing dan Project Financing.

b.	 Konsumer
Kredit Konsumer untuk lebih ditekankan pada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari fixed 
income melalui payroll di Bank KB Bukopin untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, 
kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna.  Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 
3 produk yaitu Produk Kredit Pensiun, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil 
(KPM) melalui kerjasama joint financing dengan perusahaan anak maupun perusahaan pembiayaan 
yang telah memenuhi kriteria Bank. Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem 
ban berjalan (E-flow) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan 
kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan 
bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era digital. Selain itu, 
pembiayaan konsumer juga fokus pada pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/
Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit kepada 
pensiunan, kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah, Direct Loan (Pinjaman Langsung) Kredit 
Pegawai Aktif, Kredit Masa Pra Pensiun dan Kredit Pensiunan.

Kredit Komersial
Kredit Komesial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit retail. Kredit Komersial 
difokuskan kepada debitur besar (plafond kredit diatas Rp15 miliar) yang memiliki track record clean and 
clear serta mampu memberikan kontribusi positif bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit 
modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha sesuai dengan risk appetite Bank.

II.	 Dana 
Dana Retail
Target utama dari kegiatan usaha funding konsumer adalah melakukan peningkatan pengelolaan kepada 
nasabah mass, mass affluent dan affluent, menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah 
yang stabil, meningkatkan keterikatan nasabah melalui program cross selling yang terdiri dari produk 
dana, produk kredit konsumtif, Wealth Management dan layanan perbankan digital serta melakukan 
kerjasama bisnis dengan Perusahaan asuransi melalui pemasaran produk wealth management dalam 
rangka meningkatkan pertumbuhan feebased income non core. Kerjasama dengan perusahaan asuransi 
juga sebagai salah satu strategi resiprokal Perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Kegiatan 
bisnis funding konsumer juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah 
perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun 
juga berdampak positif untuk membangun citra Perseroan. Sedangkan target utama dari kegiatan usaha 
funding UMKM adalah meningkatkan pengelolaan Nasabah Badan Usaha dari hulu (Kantor Pusat) ke hilir 
(anak Perusahaan) baik melalui kerjasama bisnis ataupun pengelolaan dana murah serta meningkatkan 
pertumbuhan DPK dengan memfokuskan penjualan produk dana yang berbasis CASA. Sebagai jawaban 
Perseroan atas perubahan pola transaksi dari konvensional menuju era digital saat ini maka telah 
disiapkan produk DPK digital yang menjadi unggulan Perseroan yaitu tabungan Wokee.

Dana Komersial
Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana Perseroan. 
Bisnis dana komersial memiliki target market utama pada dana perusahaan-perusahaan pemerintah pusat 
(seperti dana Badan Layanan Umum dibawah Kementerian), pemerintah daerah, BUMN dan Swasta 
nasional. Selain target market tersebut saat ini Perseroan memiliki target pasar yang potensial untuk 
meningkatkan dana pihak ketiga komersial melalui Indo-Korean Business. Produk dan layanan dana 
umumnya berbentuk giro dan deposito dan dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti cash 
management.

III.	 Fee Based Income
Kegiatan FBI Perseroan bersumber dari aktivitas core dan non core Perseroan seperti public services, 
treasury, trade finance, bank garansi, jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas E-Banking, 
cash management, fee kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan 
public utilities. Bank Garansi menjadi sumber FBI lainnya yang merupakan hasil sinergi dengan pemilik 
proyek (bowheer) baik dalam aktivitas regular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun. Peningkatan 
FBI dilakukan melalui penambahan mitra kerjasama dalam kegiatan bancassurance, peluncuran produk 
berbasis digital (tabungan Wokee), peningkatan kegiatan trade finance melalui program value chain dan 

cross selling dengan melakukan bundling produk kredit Modal Kerja (On-Off System). Untuk kedepannya, 
Perseroan berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan fee-
based income Perseroan.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM 
BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK 
MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, 
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN 
OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Akuntan Publik : Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan  (“Crowe Indonesia”)
Konsultan Hukum : Imran Muntaz & Co.
Notaris : Kantor Notaris Dini Lastari Siburian, SH

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Khusus Antisipasi 
Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan mengh-
indari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penja-
min Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan den-
gan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi Perseroan 
selama Masa Penawaran Umum dengan cara melakukan seluruh proses pemesanan via elektronik.

1.	  PENDAFTARAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah 
didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi 
dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan 
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.	 Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat 

kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas 
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening 
Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 9 September 2021. 

b.	 KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai 
tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi 
Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang 
tercatat dalam Rekening Efek;

c.	 Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan 
antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

d.	 Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan 
Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Obligasi 
dan Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi, 
memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

e.	 Pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah Dana 
Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran 
atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang 
Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi 
maupun pelunasan Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau 
Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Imbal 
Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal 
Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4  (empat) Hari Bursa sebelum 
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain 
oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.	 Hak untuk menghadiri RUPSU/RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. 
KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari 
Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU/
RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

g.	 Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka 
Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening 
Efek di KSEI.

2.	 PEMESAN YANG BERHAK
Perorangan Warga Negara Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau 
lembaga Indonesia dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 

3.	 PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir 
Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi (“FPPO/OS”) yang dicetak untuk keperluan ini 
yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XV Prospektus 
Awal, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas 
tidak dilayani.

4.	 JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5.	 MASA PENAWARAN
Masa penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimulai tanggal 2 September 2021 pukul 09.00 WIB 
dan ditutup pada tanggal 6 September 2021 pukul 16.00 WIB.

6.	 TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Sebelum Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan 
pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPO/OS selama 
jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XV 
Prospektus Awal, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO/OS.

7.	 BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO/OS yang telah 
ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. 
Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan 
dipenuhinya pemesanan.

8.	 PENJATAHAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan 
Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, 
maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan 
porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 September 2021.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi 
dan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat 
mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan 
oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi dan 
Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai 
dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan 
berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 
tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan 
Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa 
Penawaran Umum.

9.	 PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Pemesan harus 
segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2021 (in good funds) 
ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Bank Central Asia
Cabang SCBD Senayan Jakarta Selatan

No.Rekening: 006.799.9898 
Atas Nama: 

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia

Obligasi
Bank Permata

Cabang Sudirman Jakarta
No.Rekening: 0701254635

Atas Nama:
PT Indo Premier Sekuritas

Obligasi dan Obligasi Subordinasi
Bank Mandiri

Cabang Jakarta Sudirman
No.Rekening: 1020005566028 

Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Obligasi Subordinasi
Bank Permata

Cabang Sudirman Jakarta
No.Rekening: 0701528093 

Atas Nama:
PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan 
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10.	 DISTRIBUSI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK
Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 September 
2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan 
kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi 
pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi 
tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi 
kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi dan 
Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek 
sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan 
masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada 
Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-
mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11.	 PEMBATALAN DAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa 
Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan 
ketentuan:
a.	 Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) 

Hari Bursa berturut-turut;
b.	 Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c.	 Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang 

ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Dalam hal terjadi penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang mengacu pada Peraturan 
No.IX.A.2 sebagai berikut:
a.	 mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan Penawaran 

Umum Berkelanjutan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan 
tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga 
mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b.	 menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan 
Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam poin i;

c.	 menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK paling lambat 
satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d.	 Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau membatalkan Penawaran 
Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan 
wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak 
keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud 
dalam butir (a) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 
8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 
50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan 
wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan 
lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum 
dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran 
Umum.

12.	 PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan 
mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, 
maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi kepada para 
pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya 
pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan 
mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan uang pembayaran 
pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib 
mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi 
melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau 
pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika 
pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan 
oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan pada tanggal pengembalian uang pemesanan 
Obligasi dan Obligasi Subordinasi yaitu tanggal Pengembalian Uang Pemesanan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau 
Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan 
untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan 
Obligasi Subordinasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat 
sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), 
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan 
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk 
pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam 
bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi 
Subordinasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di 
Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena 
persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi batal demi 
hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib dikembalikan kepada para 
pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja 
sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah disediakan. akan 
tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan 
Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak 
diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

13.	 LAIN-LAIN
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi 
dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada 
pada masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 September 2021 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Korea Investment & Sekuritas 
Indonesia

Equity Tower Lt. 9
Suite A7E, SCBD Lot 9

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon: +62 21 2991 1888
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place 16/F SCBD 

Lot 10 
Jl.Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190 
Telepon : +62 21 5088 7168

Fax : +62 21 5088 7167
Email: fixedincome@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri Tower I, 25th floor

Jl.Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190

Telepon : +62 21 526 3445
Fax : +62 21 526 3507

PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI 
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS


